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among areas,  to provide better and efficient public goods and  services, and  to make  the 
government keep in touch with their people. The main instrument of fiscal decentralization 
policy is fund transfer policy to region that consists of Dana Bagi Daerah (DBD), Dana Alokasi 
Umum  (DAU),  and Dana Alokasi  Khusus  (DAK).  Fund  transfer  to  region will  influence  the 
APBD.  





The method used  in  this  study  is data panel  that  include  twelve Kabupaten/Cities  to 
describe regional  inflation behavior. Observation data covers 2001‐2008 periods. The data 
was regressed by fixed effects model (FEM), using Eviews and SPSS software package. This 




and  significant  influences  on  inflation  at α  =  5%, whereas  capital  expenditure  and  fiscal 
decentralization  reform  has  positive  and  significant  influence  on  inflation  at  α  =  1%. 
Government  expenditure  can  affect  inflation,  therefore,  the  author  suggests  that 














Kebijakan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  bertujuan  untuk  mengurangi 
kesenjangan  fiskal  antara  daerah, menyediakan  barang  dan  jasa  publik  yang  lebih  baik  dan  lebih 
efisien,  serta  mendekatkan  pemerintah  dengan  rakyat.    Instrumen  utama  kebijakan 
desentralisasi  fiskal  adalah  kebijakan  transfer  dana  ke  daerah,  yang  terdiri  atas  dana 
perimbangan dan dana otonomi khusus. Dana perimbangan tersebut terdiri atas Dana Bagi 
Hasil  (DBH), Dana Alokasi Umum  (DAU), dan Dana Alokasi Khusus  (DAK). Transfer dana ke 
daerah akan mempengaruhi APBD.  
Perubahan belanja pemerintah daerah bersifat ekspasif atau kontraksi  mempengaruhi 
jumlah  uang  beredar  dan  stabilitas  harga.  Stabilitas  harga merupakan  salah  satu  sasaran 
pembangunan,  baik  secara  nasional maupun  secara  regional.  Stabilitas  harga  dilihat  dari 
inflasi.  Inflasi  karena  tarikan  permintaan  disebabkan  oleh  pengeluaran  pemerintah. 





bantuan  software Eviews 6 dan  SPSS 17. Tujuan yang dicapai dalam penelitian  ini adalah 
menganalisis  seberapa  besar  pengaruh  variabel‐variabel  kebijakan  fiskal  regional  yakni 
belanja  pegawai,  belanja  operasional,  belanja modal,  dan  reformasi  desentralisasi  fiskal 
terhadap inflasi. 
Hasil  perhitungan  diperoleh,  belanja  pegawai  dan  belanja  operasional  berpengaruh 
positif dan  signifikan pada  α  =5%  terhadap  inflasi,  sedangkan belanja modal dan dummy 
reformasi  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  pada  α  1%    terhadap 
inflasi.  Belanja  pemerintah  dapat  mempengaruhi  inflasi,  sehingga  peneliti  menyarankan 
agar belanja pemerintah diprioritaskan untuk kepentingan publik seperti belanja modal atau 
investasi  karena  dapat  meningkatkan  output  barang  dan  jasa  sehingga  dapat  menjaga 
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Local autonomy and fiscal decentralization policies are aimed to reduce fiscal disparity 
among areas, to provide better and efficient public goods and services, and to make the 
 
 
government keep in touch with their people. The main instrument of fiscal decentralization 
policy is fund transfer policy to region that consists of Dana Bagi Daerah (DBD), Dana 
Alokasi Umum (DAU), and Dana Alokasi Khusus (DAK). Fund transfer to region will 
influence the APBD.  
The local government expenditure changes in form of expansion or contraction will 
influence the amount of money outstanding and price stabilization. Price stabilization is one 
of development goals, both nationally and regionally. Price stability is viewed from inflation. 
Inflation by demand side is caused by government expenditures. This study focused on the 
effects of local government expenditure on regional inflation in NTT. 
The method used in this study is data panel that include twelve Kabupaten/Cities to 
describe regional inflation behavior. Observation data covers 2001-2008 periods. The data 
was regressed by fixed effects model (FEM), using Eviews and SPSS software package. This 
study examines the influences of regional fiscal policy variables namely employees 
expenditure, operating expenditure, capital expenditure, and fiscal decentralization reform on 
inflation.  
The results show that employees expenditure and operating expenditure hare positive and 
significant influences on inflation at α = 5%, whereas capital expenditure and fiscal 
decentralization reform has positive and significant influence on inflation at α = 1%. 
Government expenditure can affect inflation, therefore, the author suggests that government 
expenditure prioritized on public interests such as capital expenditure and investment that can 
improve goods and services output to maintain price stability, are used to finance government 




Keywords: Inflation, employees’ expenditure, operating expenditure, capital expenditure, 






Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bertujuan untuk mengurangi 
kesenjangan fiskal antara daerah, menyediakan barang dan jasa publik yang lebih baik dan 
lebih efisien, serta mendekatkan pemerintah dengan rakyat.  Instrumen utama kebijakan 
desentralisasi fiskal adalah kebijakan transfer dana ke daerah, yang terdiri atas dana 
perimbangan dan dana otonomi khusus. Dana perimbangan tersebut terdiri atas Dana Bagi 
Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer dana 
ke daerah akan mempengaruhi APBD.  
Perubahan belanja pemerintah daerah bersifat ekspasif atau kontraksi  mempengaruhi 
jumlah uang beredar dan stabilitas harga. Stabilitas harga merupakan salah satu sasaran 
pembangunan, baik secara nasional maupun secara regional. Stabilitas harga dilihat dari 
 
 
inflasi. Inflasi karena tarikan permintaan disebabkan oleh pengeluaran pemerintah. Penelitian 
ini memfokuskan pada pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap inflasi regional di 
Provinsi NTT. 
Metode yang digunakan adalah panel data mencakup duabelas Kabupaten/Kota untuk 
menggambarkan perilaku inflasi regional. Data observasi meliputi periode tahun 2001-2008. 
Data diregresi dengan menggunakan fixed effects model (FEM), dengan mengunakan alat 
bantuan software Eviews 6 dan SPSS 17. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah 
menganalisis seberapa besar pengaruh variabel-variabel kebijakan fiskal regional yakni 
belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, dan reformasi desentralisasi fiskal 
terhadap inflasi. 
Hasil perhitungan diperoleh, belanja pegawai dan belanja operasional berpengaruh 
positif dan signifikan pada α =5% terhadap inflasi, sedangkan belanja modal dan dummy 
reformasi desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada α 1%  terhadap inflasi. 
Belanja pemerintah dapat mempengaruhi inflasi, sehingga peneliti menyarakan agar belanja 
pemerintah diprioritaskan untuk kepentingan publik seperti belanja modal atau investasi 
karena dapat meningkatkan output barang dan jasa sehingga dapat menjaga stabiltas harga. 
Sedangkan belanja pegawai dan belanja operasional digunakan untuk kepentingan 
operasional kegiatan dan program pemerintah. 
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Reformasi Negara kita telah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Reformasi secara 
umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Salah satu 
aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang 
dimaksud adalah aspek hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Pada aspek ini isu yang 
mencuat adalah adanya tuntutan otonomi yang lebih luas dan nyata yang harus diberikan 
kepada daerah. Sejak per 1 Januari 2001 Bangsa dan Negara Indonesia memulai babak baru 
penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah dilaksanakan di seluruh Dati II (Kota dan 
Kabupaten). Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa 
Indonesia untuk menyongsong era globalisasi  ekonomi  dengan  memperkuat  basis 
 perekonomian  daerah.  Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
dalam kerangka NKRI. Menurut United Nation Development Program (UNDP) bentuk-
bentuk desentralisasi dalam era otonomi daerah meliputi; desentralisasi administratif, 
desentralisasi fiskal, desentralisasi politik, dan desentralisasi pelayanan. 
Desentralisasi fiskal menjadi salah satu bentuk desentralisasi yang paling banyak disoroti 
dan paling berpengaruh terhadap perkembangan daerah dan merupakan bagian penting dalam 
implementasi otonomi daerah. Kebijakan fiskal pada dasarnya alat atau instrumen pemerintah 
yang  sangat  penting  peranannya dalam  sistem perekonomian. Instrumen fiskal itu berguna 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga atau mengendalikan 
inflasi, memperluas basis kegiatan ekonomi berbagai sektor, dan secara khusus memperluas 
lapangan usaha untuk menurunkan tingkat pengangguran.  
 
 
Tujuan desentralisasi fiskal adalah (i) untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah 
(ii) menyediakan barang dan jasa publik yang lebih baik dan lebih efisien, dan (iii) 
mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Tujuan ini sulit dicapai mengigat kedua UU otonomi 
daerah, UU No 22/1999 dan UU No 25/1999, dirancang oleh dua lembaga yang berbeda 
sehingga banyak sekali terjadi ketidakjelasan dan tumpang tindih. Ketidakjelasan bersumber 
dari tiga unsur penting, yaitu (i) perhatian pemerintah lebih ditekankan pada sisi penerimaan; 
(ii) pendelegasian ke pemerintah daerah lebih ditekankan kepada kemampuan daerah masing-
masing; dan (iii) pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah proaktif untuk 
menspesifikasi kewenangan mereka secara terperinci. Perubahan kedua UU otonomi daerah, 
yakni perubahan atau reformasi UU No.22/1999 menjadi UU No.32/2004, tentang 
Pemerintah Daerah, dan UU No.25/1999 menjadi UU No.33/2004, tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tersebut mencakup (i) membuat 
kejelasan kewenangan pemerintah daerah (tugas-tugas pengeluaran) secara lebih baik; (ii) 
meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan konstruktif; dan (iii) tugas-tugas 
penerimaan perlu lebih dispesifikasikan antara pemerintah kota/kabupaten, provinsi, dan 
pemerintah pusat. (Abimanyu et.al, 2009) 
Reformasi terhadap hak dan kewajiban dalam pemerintah daerah serta pengaturan 
terhadap penerimaan dan pengeluaran APBD, berdampak pada proporsi aliran dana 
perimbangan meningkat, selanjutnya berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah 
baik untuk konsumsi dan investasi, berdampak pada output, dan stabilitas harga atau inflasi 
terkontrol. 
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk 
mengelolah atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau dinginkan 
dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang dimaksudkan dengan 
 
 
kondisi yang lebih baik adalah meningkatkan output keseimbangan dan atau terpeliharanya 
stabilitas harga (inflasi terkontrol).  
Gambar 1.1 
Inflasi Provinsi NTT (1970 – 2008) 
 
Sumber;  SEKI BI, SEKDA BI dan BPS Indonesia. Data diolah 
Sejak undang-undang otonomi daerah ditetapkan tahun 1999 dan mulai berjalan efektif 
pada tahun 2001, laju inflasi mencapai rata-rata 10,15% menempati rengking ketuju nasional 
dengan tingkat inflasi di atas dua digit, (lihat Gambar 1.1). Inflasi tinggi menggambarkan 
ketidak stabilan harga, produksi atau PDRB rendah, ketergantungan pada produksi daerah 
lain tinggi, industrialisasi belum berkembang, kondisi pertanian sangat tergantung pada 
kesuburan tanah dan faktor cuaca, bukan skala agrobisnis atau pertanian belum bersifat 
agrobisnis, ekspor barang mentah. Ketergantungan pada produksi daerah lain, akan 
memberikan keuntungan bagi provinsi lain yang menjadi sumber produksi barang kebutuhan, 
belum dikembangkan dan dilestarikan keunggulan lokal yang dimiliki, menjadikan daerah ini 
unggul dalam potensi tapi kalah dalam produksi, seterusnya menjadi pengimpor abadi 
terhadap barang yang dapat dihasilkan sendiri, dan berkembang pada kehidupan daerah, yang 
dapat mensejaterakan daerah lain bukan daerahnya sendiri, serta menjadi tempat pemasaran 
produksi barang bagi daerah lain yang sentral industri manufaktur telah berkembang pesat. 
 
 
Keunggulan lokal yang dimiliki provinsi ini adalah penghasil ternak besar berskala nasional, 
jagung dan bahkan dijuluki gudang ternak nasional karena potensi daerah yang sabana, serta 
dipadukan dengan berbagai program yang dicanakan tetapi hasilnya tidak berkelanjutan, 
sehingga provinsi ini bukan lagi menjadi gudang ternak, bahkan kandangpun telah tiada, yang 
terjadi sekarang ketergantungan pada produksi provinsi lain, sehingga kelebihan permintaan 
dan kekurangan penawaran harus dipenuhi dari daerah lain. 
Kelebihan permintaan dan rendahnya produksi lokal karena pemanfaatan dana oleh 
pemegang kebijakan tidak berorentasi pada investasi yang mendorong produksi barang tetapi 
berorentasi pada pengeluaran konsumsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa kepada 
masyarakat, serta meninggalkan pengeluaran investasi untuk pengembangan potensi, dalam 
mempertahankan keunggulan lokal. 
Laju inflasi dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Indonesia barat khususnya 
wilayah pulau Jawa, provinsi NTT menempati urutan pertama, dan dibandingkan dengan 
provinsi-provinsi di Indonesia bagian tengah khususnya provinsi-provinsi di wilayah Nusa 
Tenggara, menempati laju inflasi urutan paling atas, serta dibandingkan dengan provinsi-
provinsi Indonesia wilayah timur, provinsi NTT menempati urutan kedua setelah provinsi 
Papua. Secara nasional laju inflasi di provinsi NTT tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah, 
sehingga dapat menggambarkan ketidak stabilan harga ditingkat regional. (lihat Gambar 1.2).  
Gambar 1.2 




Sumber;  SEKI BI, SEKDA BI dan BPS Indonesia. Data diolah 
Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan fiskal ekspansif atau kontraksi terlihat dari 
penerimaan dan pengeluaran APBD. Pendapatan daerah yang tercantum dalam APBD adalah 
semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, 
yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh 
daerah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD, 
merupakan nilai output daerah yang telah dikurangi dengan pajak atau retribusi daerah. 
Pendapatan daerah rendah berarti ouput atau PDRB rendah, sebaliknya pendapatan daerah 
naik artinya output daerah tinggi. 
Tabel 1.1 
Penerimaan APBD Seluruh Kabupaten/Kota  
di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Rp. 000.000) 
No Komponen Tahun 
A Penerimaan (Rp. 000.000) 2003 2004 2005 2006 2007 
1 PAD 316.986 209.789 351.467 412.874 410.183
2 Dana Perimbangan 3.877.767 3.524.162 3.948.303 5.402.777 5.533.058
3 Lain-lain Pendapatan 474.969 218.134 179.417 36.317 218.576
Total Penerimaan 4.669.722 3.952.086 4.479.188 5.851.969 6.161.818
B Kontribusi (%) 
 
 
1 PAD 6.79 5.31 7.85 7.06 6.66
2 Dana Perimbangan 83.04 89.17 88.15 92.32 89.80
3 Lain-lain Pendapatan 10.17 5.52 4.01 0.62 3.55
Sumber data; Biro SEKDA NTT, tahun 2008  
Sejak otonomi daerah ditetapkan, kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di 
NTT, berada di bawah 10% dari APBD (lihat Tabel 1.1) Keadaan ini menunjukkan ouput 
daerah rendah, efek desentralisasi fiskal dari sisi peneriman tidak memberikan manfaat 
berarti, terjadi hanya kualitas pelayanan pemerintah membaik, tetapi pengembangan potensi 
dan keunggulan lokal sebagai sumber penerimaan tidak tercapai. 
Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Sumber penerimaan APBD 
adalah pendapataan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan sah. Penerimaan 
daerah terbesar seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, berasal dari dana perimbangan 
yakni di atas 85% dari APBD (lihat Tabel 1.1). Dana perimbangan adalah dana yang 
bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Alokasi dana perimbangan terhadap APBD, 
berdampak positif bagi daerah karena dapat meningkatkan kesejateran rakyat, melalui 
peningkatan produksi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
Pengeluaran pemerintah daerah bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah, sesuai 
dengan tujuan desentralisasi fiskal. Perubahan positif belanja pemerintah dari tahun 
sebelumnya berarti pemerintah daerah melaksanakan kebijakan fiskal ekspansif akan 
meningkatkan permintaan, sebaliknya perubahan negatif pengeluaran pemerintah daerah 
artinya pemerintah daerah melaksanakan kebijakan fiskal kontraksi akan menurunkan 
permintaan.  
Belanja daerah yang tercantum dalam APBD adalah semua pengeluaran dari rekening 
kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah dalam 
satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Anggaran 
 
 
belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
wewenang provinsi atau kabupaten/kota, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.  
Komponen pengeluaran APBD terdiri atas dua, yakni pengeluaran konsumsi dan 
pengeluaran investasi. Pengeluaran konsumsi pemerintah adalah berbagai jenis belanja 
pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, yang digunakan untuk pengadaan barang dan 
jasa yang nilai manfaat kurang dari dua belas bulan, dan pengeluaran investasi pemerintah 
adalah berbagai jenis belanja pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, yang digunakan 
untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas 
bulan. 
Tabel 1.2 
Belanja APBD Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Rp. 000.000) 
 
No Klasifikasi 2003 2004 2005 2006 2007 
A Pengeluaran Konsumsi 3.452.023 3.325.903 3.552.408 4.091.165 4.835.370
1 Belanja Pegawai 2.074.811 2.010.808 2.089.711 2.258.514 2.653.259
2 Belanja Operasional/barang dan jasa 1.377.212 1.315.095 1.462.697 1.832.651 2.182.111
A Belanja Barang dan Jasa 514.050 498.253 595.537 765.698 904.917
B Belanja Perjalanan Dinas 227.033 199.997 231.128 311.165 375.178
C Belanja Pemeliharaan 295.212 229.639 233.618 263.606 312.432
D Belanja lain-lain/ Bantuan Sosial 307.045 364.673 366.283 409.110 497.285
E Pengeluaran tdk Termasuk Bagian Lain 33.872 22.533 36.131 83.072 92.299
B Pengeluaran Investasi 866.428 791.485 753.465 1.282.107 1.484.311
3 Belanja Modal/ Pembangunan 866.428 791.485 753.465 1.282.107 1.484.311
Total 4.318.451 4.117.388 4.305.873 5.373.272 6.319.681
Sumber; Biro SEKDA NTT, Data diolah (2009 ) 
  Pengeluaran konsumsi pemerintah daerah lebih besar dari pengeluaran investasi, 
dimana menempatkan belanja operasional dan belanja pegawai sebagai belanja pemerintah 




1.2. Perumusan Masalah 
Penelitian ini dilandasi oleh ketidak stabilan harga, yang menyebabkan inflasi tinggi di 
Provinsi NTT. Keseimbangan tidak tercapai antara permintaan barang dan jasa (jumlah 
konsumsi, investasi, dan pembelian pemerintah) dan penawaran barang dan jasa (tingkat 
produksi) di daerah menyebabkan ketidak stabilan harga. Inflasi karena tarikan permintaan 
(demand pull inflation) yang disebabkan oleh pengeluaran atau belanja pemerintah daerah. 
Sala satu faktor penyebab adalah reformasi kebijakan desentralisasi fiskal, sehingga terjadi 
perubahan penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari dana perimbangan. 
Perubahan kedua undang-undang otonomi daerah, di mana sebelum reformasi desentralisasi 
fiskal pengeluaran pemerintah daerah relatif rendah dibandingkan sesudah reformasi 
desentralisasi fiskal, artinya ada peningkatan aliran dana masuk ke daerah (capital inflow) 
menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar (JUB) yang berpotensi terjadinya perubahan 
harga atau inflasi. 
Uraian di atas, terdapat permasalahan yang terjadi diwilayah Provinsi Nusa Tenggara 
Timur, dan diidentifikasi serta diterjemahkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:  
a. Apakah variabel-variabel kebijakan fiskal regional dari sisi pengeluaran yakni belanja 
pegawai, belanja operasional, belanja modal, dan reformasi desentralisasi fiskal memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap inflasi, di Provinsi NTT ?. 
b. Faktor apakah yang paling dominan menyebabkan inflasi, di Provinsi NTT ?. 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 
Mengacu pada latarbelakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 
 
 
a. Menganalisis variabel-variabel kebijakan fiskal regional dari sisi pengeluaran yakni 
belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, dan reformasi desentralisasi fiskal 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi, di Provinsi NTT?. 
b. Menguji faktor yang paling dominan menyebabkan inflasi, di Provinsi NTT. 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah; 
a) Sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan pemerintah daerah, yang terarah 
dan tidak menimbulkan masalah baru bagi pembangunan daerah, dalam mengantisipasi 
inflasi regional dengan memperhatikan variabel-variabel kebijakan fiskal regional dari sisi 
pengeluaran yakni belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja modal. 
b) Untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan inflasi regional 
dengan menambah dan memperbanyak pengamatan terhadap variabel kebijakan fiskal 




TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS 
 
2.1. Tinjauan Pustaka 
 Riset ini mengacu pada ketidak stabilan harga yang menimbulkan inflasi. Inflasi karena 
tarikan permintaan (demand pull inflation) yang disebabkan oleh pengeluaran pemerintah 
daerah, maka model yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah model teori produksi 
dan model teori kuantitas uang. Teori produksi berkisar pada fungsi produksi yang 
menghubungkan antara faktor produksi sebagai masukan (inputs) dan hasil produksinya atau 
produk (ouputs). Teori kuantitas uang yang mempengaruhi perekonomian dalam jangka 
panjang. Teori kuantitas uang (quantity theory of money) dikaitkan dengan pengaruh 
pengeluaran pemerintah terhadap harga. 
Pengeluaran pemerintah daerah mempengaruhi inflasi atau harga, dikaitkan dengan teori 
produksi dan teori kuantitas uang. Teori produksi berkaitan dengan fungsi produksi Y = ƒ(L, 
K), dimana Y = output, L = tenaga kerja, dan K = modal. Belanja pegawai dan belanja 
operasional merupakan pengeluaran konsumsi yang menghasilkan output berupa jasa, maka 
Yjasa = ƒ(L), sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran investasi yang menghasilkan 
output berupa barang, maka Ybarang = ƒ(K). Pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah 
daerah menghasilkan barang dan jasa, maka Y barang dan jasa = ƒ(L, K), dalam jangka panjang 
memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB.  
Teori kuantitas uang, dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 
pengeluaran pemerintah terhadap harga, dengan persamaan MV = PT. T diganti dengan Y, 
di mana Transaksi (T) dan output (Y) sangat berkaitan, karena semakin banyak 
perekonomian berproduksi, semakin banyak barang dibeli dan dijual, namun keduanya tidak 
sama, akan tetapi nilai uang dari transaksi adalah proporsional terhadap nilai uang dari 
 
 
output, maka MV = PY. Jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga satu unit 
output, maka nilai uang dari output adalah PY. Kalau dihubungkan dalam pos pendapatan 
regional, maka Y = PDRB riil, P = deflator PDRB dan PY = PDRB nominal. Keseimbangan 
uang riil (M/P)d harus sama dengan jumlah uang beredar, maka P = M/Y. Asumsi jumlah 
uang beredar (M) = belanja pemerintah (G) = nilai uang dari output (PY) = PDRB nominal, 
sehingga P = ƒ(G). 
Teori ini menjelaskan apa yang terjadi ketika bank sentral mengubah jumlah uang 
beredar, karena perputaran (V) adalah tetap, setiap perubahan dalam jumlah uang beredar 
menyebabkan perubahan proporsional dalam PDRB nominal. Karena faktor-faktor produksi 
dan fungsi produksi sudah menentukan PDRB riil, maka perubahan PDRB nominal harus 
mencerminkan perubahan tingkat harga. Jadi, teori kuantitas menunjukkan bahwa tingkat 
harga adalah proporsional terhadap jumlah uang beredar atau P = M/Y.  
Perubahan pengeluaran pemerintah, menyebabkan perubahan pendapatan, besarnya 
perubahan pendapatan dilihat dari pengganda pengeluaran pemerintah (government 
multiplier) ∆Y/∆G = 1/(1-b). Perubahan pengeluaran pemerintah mempengaruhi jumlah 
uang beredar (JUB), pendapatan dan harga karena perubahan permintaan. Dampak 
perubahan pengeluaran pemerintah daerah jangka panjang terlihat dari perubahan PDRB, 
jumlah uang beredar dan pendapatan perkapita, selanjutnya menpengaruhi harga akibat 
perubahan permintaan. 
Penelitian ini juga memasukan variabel eksogen yakni dummy reformasi desentralisasi 
fiskal mempengaruhi inflasi regional. Perubahan terhadap kedua undang-undang otonomi 
daerah yakni sebelum reformasi desentralisasi fiskal pengeluaran pemerintah daerah elatif 
rendah dibandingkan sesudahnya, karena pengaruh proporsi aliran dana perimbangan naik, 
selanjutnya berpengaruh terhadap APBD menyebabkan belanja pemerintah daerah naik, 
 
 
mendorong PDRB naik mendorong jumlah uang beredar naik, menyebabkan pendapatan dan 
harga naik karena permintaan naik. 
 
2.1.1. Reformasi Desentralisasi Fiskal 
Menurut Abimanyu et.al (2009) tujuan desentralisasi fiskal adalah (i) untuk mengurangi 
kesenjangan fiskal antara daerah (ii) menyediakan barang dan jasa public yang lebih baik dan 
lebih efisien, dan (iii) mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Tujuan ini sulit dicapai 
mengigat dua UU otonomi daerah, UU No 22/1999 dan UU No 25/1999, dirancang oleh dua 
lembaga yang berbeda sehingga banyak sekali terjadi ketidakjelasan. Ketidakjelasan dan 
tumpang tinding bersumber dari tiga unsur penting, yaitu (i) perhatian pemerintah lebih 
ditekankan pada sisi penerimaan; (ii) pendelegasian ke pemerintah daerah lebih ditekankan 
kepada kemampuan daerah masing-masing; dan (iii) pemerintah pusat mengharapkan 
pemerintah daerah proaktif untuk menspesifikasi kewenangan mereka secara terperinci. 
Agenda perubahan kedua UU Otonomi Daerah tersebut mencakup tiga hal yakni; (i) 
membuat kejelasan kewenangan pemerintah daerah (tugas-tugas pengeluaran) secara lebih 
baik; (ii) meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan konstruktif; dan (iii) tugas-
tugas penerimaan perlu lebih dispesifikasikan antara pemerintah kota dan kabupaten, 
propinsi, dan pemerintah pusat. 
Menurut Kuncoro (2009) perbedaan konsep dari reformasi UU OTDA, berikut; 
Tabel 2.1 
Perbandingan Beberapa Konsep dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 1974 
dan UU No.5 Tahun 1979 
 
Istilah UU No.5/1975 
UU No.5/1979 




pemerintahan dari pemerintah 
atau daerah tingkat atasnya 
kepada daerah menjadi urusan 
rumah tangganya 
Penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh pemerintah 
kepada daerah otonom dalam 
kerangka NKRI 
Penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh pemerintah 
kepada daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus 






Perlimpahan wewenang  dari 
pemerintah atau kepala wilayah 
atau kepala instansi vertikal 
tingkat atasnya kepada pejabat-
pejabat daerah 
Pelimpahan wewenang dari 
pemerintah pusat kepada 
gubernur sebagai wakil dari 
pemerintah  dan /atau perengkat 
pusat di daerah. 
Pelimpahan wewenang 
pemerintahan kepada gubernur 
senagai wakil pemerintah 
dan/atau kepada instansi 
vertical di wilayah tertentu 
Tugas 
Pembantu 
Tugas untuk turut serta dalam 
melakukan urusan pemerintahan 
yang di tugaskan  kepada 
pemerintah daerah oleh 
pemerintah atau pemerintah 
tingkat atasnya  dengan 
kewajiban mempertanggung-
jawabkan kepada yang 
menugaskan 
Penugasan dari pemerintah 
kepada daerah ke desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu  
yang disertai pembiayaan, 
sarana dan prasarana  serta 




kepada yang menugaskan   
Penugasan dari pemerintah 
kepada daerah dan/atau desa 
dari pemerintah propinsi 
kepada kabupaten/kota 
dan/atau desa serta dari 
pemerintah kabupaten/kota 
kepada desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu. 
Sumber; Tim Lapera (2000; 102-102); UU No. 32/2004; Kuncoro (2004) 
2.1.2. Hubungan APBN dan APBD 
Menurut Kuncoro (2009), dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari 
penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. UU No.33/2004 pasal 10, dana perimbangan terdiri 
dari; (1) Dana bagi hasil dari PBB, PPh orang pribadi dan SDA; (2) Dana Alokasi Umum 
(DAU); (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). UU No. 33/2004 menetapkan perubahan terhadap 
aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah.  
Undang-Undang menjelaskan komponen dana perimbangan tidak mengalami perubahan 
tetapi terjadi perubahan proporsi aliran dana. Aliran dana penerimaan pemerintah daerah dari 
dana perimbangan dapat dirangkum dalam Gambar 2.1  
Hak yang dimiliki oleh daerah yaitu: (1) hak untuk memungut pajak berdasarkan UU No. 
34/2000 tentang pajak dan retribusi daerah; (2) hak untuk mendapatkan dana perimbangan; 
dan (3) hak untuk melakukan pinjaman. Ketiga hak tersebut  merupakan financial sources 
yang dapat digunakan daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan yang 
menjadi kewenangannya. 
Dalam hal konteks kewajiban yaitu; (1) daerah harus dapat mengelola dana tersebut 
secara sinkron (tidak bertentangan) dengan kebijakan-kebijakan pusat; (2) daerah diharuskan 
 
 
untuk mengelola dana dengan efisien, efektif, accountable, dan trasparan; dan (3) daerah 




Aliran Penerimaan Dalam Negeri Ke Dana Perimbangan 
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 
A. Penerimaan Perpajakan 
1. Pajak Dalam Negeri 
a. Pajak penghasilan (PPh) 
• Migas 
• Non migas 
b. Pajak pertambahan nilai (PPn) 
c. Pajak bumi dan bangunan (PBB) 
d. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 
e. Cukai 
f. Pajak lainnya 
2. Pajak Perdagangan Internasional 
a. Bea masuk 
b. Pajak/pungutan ekspor 
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak 
1. Sumber Daya Alam 
a. Minyak bumi 
b. Gas alam 
c. Panas bumi 




• Dana reboisasi 
f. Perikanan 
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 
3. PNBP Lainnya 
4. Laba Bersih Minyak 
II. DANA PERIMBANGAN 
A. Dana Bagian Daerah 
1. PPh Perorangan   20% 
2. PBB    90% 
3. BPHTB    80% 
4. Minyak Bumi   15% 
5. Gas Alam    30% 
6. Panas Bumi   80% 
7. Pertambangan Umum  80% 
8. Kehutanan   80% 
9. Dana reboisasi   40% 
10. Perikanan   80% 
B. Dana Alokasi Umum   26% 
C. Dana Alokasi Khusus  
Sumber: Kuncoro (2009)    
Penerimaan Dalam Negeri (PDN) 












2.1.3. Struktur APBD 
a. Penerimaan APBD 
Menurut Basuki (2009), Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 
Pendapatan daerah yang tercantum dalam APBD adalah semua penerimaan uang melalui 
rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam 
satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.  
Menurut Kuncoro (2009); Basuki (2009) anatomi APBD terdiri atas pendapatan daerah, 
belanja daerah, dan pembiayaan daerah, (lihat Gambar 2.2). Pendapatan daerah memiliki 
empat komponen utama yakni PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan, dan pinjaman 
daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 










Sumber: Yani (2005), dalam Kuncoro (2009) 
 
b. Pengeluaran APBD 
Menurut Basuki (2009), pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 
Belanja daerah yang tercantum dalam APBD adalah semua pengeluaran dari rekening kas 
APBD 
Belanja Daerah Pembiayaan Daerah Pendapatan Daerah 
• PAD 
• Dana Perimbangan 
• Lain-lain pendapatan 
• Pinjaman daerah 
• Klasifikasi belanja menurut organisasi 
• Klasifikasi belanja menurut fungsi 
• Klasifikasi belanja menurut program 
dan kegiatan 
• Klasifikasi belanja menurut jenis 
belanja 
• Penerimaan Pembiayaan 
• Pengeluaran Pembiayaan 
 
 
umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu 
tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.  
Anggaran belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi wewenang propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan 
urusan pilihan. Urusan wajib di prioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas 
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam 
bentuk peningkatan social pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan 
fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan social. Peningkatan 
kualitas kehidupan masyarakat dimaksud diwujudkan melalui prestasi kerja dalam 
pencapaian standar pelayanan minimal yang jelas dan terukur berdasarkan urusan wajib 
pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Menurut Kuncoro (2009); Basuki (2009), belanja daerah diklasifikasikan menurut urusan 
pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta klasifikasi menurut kelompok 
belanja.  
Menurut Basuki (2009), belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja;  
(i) Belanja langsung; belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan 
pelaksanaan program kegiatan, terdiri; 
a. Belanja pegawai yang digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam 
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.  
b. Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan 
jasa yang nilai manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa 
dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. 
c. Belanja modal/investasi yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang 
dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai 
 
 
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 
pemerintahan. 
(ii) Belanja tak langsung;  merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok biaya tak langsung, 
dibagi dalam jenis belanja terdiri dari;  
a. Belanja pegawai; merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta 
penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pengertian belanja pegawai termasuk 
uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang 
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
b. Belanja bunga; digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang. 
c. Belanja subsidi; digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada 
perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa layanan umum 
masyarakat, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh 
masyarakat banyak. 
d. Belanja hibah; digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, 
barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah, perusahan daerah, 
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik ditetapkan 
peruntuknya. 
e. Bantuan sosial; digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat 
sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota 
masyarakat dan partai politik.  
f. Belanja bagi hasil; digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber 
dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota 
 
 
kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada 
pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
g. Bantuan keuangan; digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat 
umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, dan 
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya 
dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. 
h. Belanja tidak terduga; digunakan untuk menganggarkan untuk kegiatan yang sifatnya 
tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan 
bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya. 
 
2.1.4. Kebijakan Fiskal 
Menurut Rahardja, Manurung (2008); Mankiw (2007); Nanga (2001); Nopirin (2000), 
kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi 
perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah.  
Menurut Rahardja, Manurung (2008), perbandingan nilai penerimaan (T) dan 
pengeluaran (G), politik anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran tidak berimbangan dan 
anggaran berimbang. Hasil yang dicapai dari kebijakan fiskal merupakan interaksi dari 
dampak pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap output keseimbangan. Pengaruh 
perubahan pengeluaran pemerintah terhadap perubahan pendapatan keseimbangan. ∆Y = 
∆G/(1-b). sedangkan pengaruh pajak terhadap pendapatan, ∆Y = b∆T/(1-b).  
a. Anggaran defisit (deficit budget) 
Anggaran tidak berimbang dapat dibedakan lagi menjadi anggaran defisit dan anggaran 
surplus. Anggaran defisit adalah anggaran yang direncankan untuk defisit , sebab 
pengeluaran yang direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah (T < G atau G > T), 
 
 
politik anggaran defisit, ditempuh bila pemerintah ingin mengstimulir pertumbuhan ekonomi. 
Hal ini dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi. Dengan asumsi kondisi 
awal anggaran pemerintah adalah anggaran berimbang (G=T), bila pemerintah menempuh 
anggaran defisit, maka ∆G > ∆T, dimana ∆G >  dan ∆T > 0. Karena ∆G > 0 dan ∆G >∆T, 
maka jika pemerintah menempuh politik anggaran defisit, pemerintah dianggap memiliki 
kebijakan fiskal ekspasif. 
b. Anggaran surplus (surplus budget) 
Kebalikan dari anggaran defisit, dalam anggaran surplus pemerintah merencanakan 
penerimaan lebih besar dari pengeluaran (T > G atau G < T). Atau dapat juga dikatakan 
pemerintahan menempuh politik anggaran surplus bila ∆C < ∆T, dimana ∆G dan ∆T > 0. 
Karena itu juga, politik anggaran surplus sering diidentikan dengan kebijakan fiskal 
kontraksi. Politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap 
ekspansif dan terus memanas (overheating). Melalui anggaran surplus pemerintah mengerem 
pengeluarannya untuk menurunkan tekanan permintaan atau mengurangi daya beli dengan 
menaikan pajak. Pengaruh anggran surplus terhadap output keseimbangan adalah kebalikan 
dari pengaruh anggaran defisit. 
c. Anggaran berimbang (balanced budget) 
Pemerintah dikatakan menempuh politik anggaran berimbang bila pengeluaran 
direncanakan akan dengan penerimaan (G = T dan atau ∆G = ∆T). tidak ada ketentuan pokok 
dalam kondisi ekonomi seperti apa politik anggaran berimbang ditempuh. Namun bila 
pemerintah memiliki politik anggaran berimabang, dua hal yang ingin dicapai adalah 
peningkatan disiplin dan kepastian anggaran. 
 
2.1.5. Teori Produksi 
 
 
Menurut Mankiw (2007) teori produksi berkisar pada fungsi produksi yang 
menghubungkan antara faktor produksi sebagai masukan (inputs) dan hasil produksinya atau 
produk (ouputs). Ouput barang dan jasa suatu perekonomian GDP bergantung pada (1) 
jumlah input, yang disebut faktor-faktor produksi, dan (2) kemampuan untuk mengubah input 
menjadi ouput yang ditujukan dalam fungsi produksi. 
a. Faktor produksi 
Faktor produksi (factors of production) adalah input yang digunakan untuk menghasilkan 
barang dan jasa. Dua faktor produksi penting yaitu modal (M) dan tenaga kerja (L). Modal 
adalah seperangkat sarana yang digunakan oleh para pekerja; derek para pekerja PNS, 
kalkulator akuntansi, dan computer PC. Tenaga kerja adalah waktu yang dihabiskan orang 
untuk bekerja. 
b. Fungsi produksi 
Fungsi produksi adalah teknologi yang menentukan berapa banyak ouput/ keluaran 
diproduksi dari jumlah modal dan tenaga kerja tertentu. Para ekonom menggambarkan 
teknologi yang ada dengan menggunakan faktor produksi (production function). Dengan Y 
menunjukan output maka fungsi produksi adala; 
Y = F(K,L)         (2.1) 
Persamaan ini menyatakan bahwa output adalah fungsi dari sejumlah modal dan tenaga 
kerja. Fungsi produksi mencerminkan teknologi yang digunakan untuk mengubah modal dan 
tenaga kerja menjadi output. Jika seorang menemukan cara yang lebih baik untuk 
memproduksi barang, hasilnya lebih banyak output yang diperoleh dari jumlah modal dan 
tenaga kerja yang sama. Jadi perubahan teknologi mempengaruhi fungsi produksi. 
c. Penawaran barang dan jasa 
Faktor-faktor produksi dan fungsi produksi bersama-sama menentukan jumlah barang 
dan jasa yang ditawarkan, yang sama dengan output perekonomian. secara matematis ditulis; 
 
 
Y = F(K,  L)        (2.2) 
    = Y 
Penawaran modal serta tenaga kerja dan teknologi adalah tetap, maka output juga tetap. 
Kenaikan modal dan tenaga kerja serta teknologi produksi menyebabkan pertumbuhan output 
perekonomian, selanjutnya stabilitas harga. 
 
2.1.6. Teori Kuantitas uang (Quantity Theory of Money) 
Menurut Mankiw (2007) kuantitas uang mempengaruhi perekonomian dalam jangka 
panjang. Teori kuantitas uang (quantity theory of money) dikaitkan dengan harga dan 
pendapatan. 
a. Transaksi dan persamaan kuantitas (Transactions Equation) 
Orang memegang uang untuk membeli barang dan jasa. Semakin banyak uang yang 
mereka butuhkan untuk bertransaksi, maka semakin banyak uang yang mereka pegang. Jadi 
kuantitas uang dalam perekonomian sangat erat kaitannya dengan jumlah Rupiah yang 
dipertukarkan dalam transaksi. 
Hubungan diantara transaksi dan uang ditujukan dengan persamaan berikut, yang 
disebut persamaan kuantitas (quantity equation); 
Uang x Perputaran = Harga x Transaksi 
M   x V  = P x T  (2.3) 
Sisi kanan dari persamaan kuantitas menyatakan transaksi. T menunjukkan total jumlah 
transaksi selama periode waktu tertentu, katakanlah, setahun. Dengan kata lain, T adalah 
beberapa kali dalam setahun barang dan jasa dipertukarkan dengan uang. P adalah harga dari 
suatu transaksi tertentu, jumlah Rupiah yang dipertukarkan. Produk dari harga transaksi dan 
jumlah transaksi, PT sama dengan jumlah Rupiah yang dipertukarkan dalam setahun. 
 
 
Sisi kiri persamaan kuantitas menyatakan uang yang digunakan untuk melakukan 
transaksi. M adalah kuantitas uang. V disebut perputaran uang transaksi (transactions 
velocity of money) dan mengukur tingkat di mana uang bersirkulasi dalam perekonomian. 
Dengan kata lain, perputaran menyatakan berapa kali uang berpindah tangan dalam periode 
waktu tertentu. Dengan mengatur kembali persamaan kuantitas, maka bisa menghitung 
perputaran uang sebagai berikut; 
V = PT/M         (2.4) 
Persamaan kuantitas ini berguna karena menunjukkan bahwa jika satu dari variabel-
variabel itu berubah, maka satu atau lebih variabel lainnya juga berubah untuk menjaga 
kesamaan. Misalnya, jika kuantitas uang meningkat dan perputaran uang tidak berubah, 
maka baik harga atau jumlah transaksi harus meningkat. 
 
b. Transaksi menjadi pendapatan 
Persamaan pertama mengandung masalah, yaitu jumlah transaksi sulit diukur, untuk 
memecakan masalah ini, jumlah transaksi T diganti dengan output total dari perekonomian 
Y. Transaksi dan output sangat berkaitan, karena semakin banyak perekonomian 
berproduksi, semakin banyak barang dibeli dan dijual. Namun keduanya tidak sama, akan 
tetapi nilai uang dari transaksi adalah proporsional terhadap nilai uang dari output. 
Jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga satu unit output, maka nilai 
uang dari output adalah PY. Y adalah GDP riil, P adalah deflator GDP, dan PY adalah GDP 
nominal. Persamaan kuantitas menjadi 
Uang x Perputaran = Harga x Output 
M   x V  = P x Y  (2.5) 
Karena Y juga merupakan pendapatan total, V dalam persaman kuantitas versi ini 
disebut perputaran pendapatan uang (income velocity of money). Perputaran pendapatan 
 
 
uang menyatakan bebapa kali uang masuk ke dalam pendapatan seseorang dalam periode 
waktu tertentu.  
c. Fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas 
Teori kuantitas uang menunjukkan, kuantitas uang dalam bentuk jumlah barang dan jasa 
yang bisa dibelinya. Jumlah ini, M/P disebut dengan keseimbangan uang riil (reel money 
balances). Fungsi permintaan uang (money demand function) adalah persamaan yang 
menunjukkan kuantitas keseimbangan uang riil yang ditahan orang. (M/P)d = kY,  
      (2.6) 
dimana k adalah konstanta yang menyatakan beberapa banyak uang yang ingin ditahan 
orang untuk setiap Rupiah pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa kuantitas 
keseimbangan uang riil yang diinginkan adalah proporsional terhadap pendapatan riil. 
Persamaan kuantitas uang memandang keseimbangan uang riil (M/P)d harus sama dengan 
jumlah uang beredar M/P ke dalam fungsi permintaan uang. 
M/P = kY         (2.7) 
Persamaan ini menjadi; M(1/k) = PY,     (2.8) 
Menjadi; MV = PY.       (2.9) 
dimana V = 1/k. menunjukan kaitan antara permintaan terhadap uang dan perputaran uang. 
Ketika orang ingin menahan banyak uang untuk setiap Rupiah pendapatan (k adalah besar), 
uang tidak sering berpindah tangan (V adalah kecil). Sebaliknya ketika orang ingin 
memegang hanya sedikit uang (k adalah kecil), uang sering berpindah tangan (V adalah 
besar). Dengan kata lain, parameter uang k dan perputaran uang V adalah dua sisi yang 
berlawanan dari mata uang yang sama. 
d. Asumsi perputaran konstan  
Persamaan kuantitas mendefenisikan perputaran V sebagai rasio GDP nominal, PY 
terhadap kuantitas uang M tetap jika membuat asumsi tambahan bahwa perputaran uang 
 
 
konstan, maka persamaan kuantitas menjadi sebuah teori dampak uang yang bermanfaat, 
yang disebut dengan teori kuantitas uang (quantity theory of money). 
Kita mengasumsikan bahwa perputaran uang adalah konstan, persamaan kuantitas bisa 
dilihat sebagai teori yang menentukan GDP nominal. 
MV = PY         (2.10) 
Dimana garis diatas V berarti perputaran tetap, karena itu perubahan dalam kuantitas 
uang (M) harus menyebabkan perubahan yang proporsional dalam GDP nominal (Y), yaitu 
jika perputaran adalah tetap, kuantitas uang menentukan nilai Rupiah dari output 
perekonomian. 
e. Uang, harga, dan inflasi 
Teori menjelaskan dan menentukan seluruh tingkat harga perekonomian, yang memiliki 
tiga unsur; 
1. Faktor-faktor produksi dan fungsi produksi menentukan tingkat output Y. 
2. Jumlah uang beredar, M, menentukan nilai output nominal, PY. Kesimpulan ini berasal 
dari persamaan kuantitas dan asumsi perputaran uang adalah tetap. 
3. Tingkat harga P adalah rasio dari nilai nominal ouput PY terhadap output Y. 
Dengan kata lain, kapabilitas produktif dari perekonomian menentukan GDP riil, 
kuantitas uang menetukan GDP nominal, dan deflator GDP adalah rasio dari GDP nominal 
terhadap GDP riil. 
Teori ini menjelaskan apa yang terjadi ketika bank sentral mengubah jumlah uang 
beredar, karena perputaran adalah tetap, setiap perubahan dalam jumlah uang beredar 
menyebabkan perubahan proporsional dalam GDP nominal. Karena faktor-faktor produksi 
dan fungsi produksi sudah menentukan GDP riil, maka perubahan GDP harus 
mencerminkan perubahan tingkat harga. Jadi, teori kuantitas menunjukkan bahwa tingkat 
harga adalah proporsional terhadap jumlah uang beredar. 
 
 
Karena tingkat inflasi adalah perubahan persentase dalam tingkat harga, teori tingkat 
harga juga merupakan teori tingkat inflasi. Persamaan kuantitas, ditulis dalam bentuk 
perubahan presentase, adalah  
Perubahan % dalam M +   Perubahan % dalam P + 
Perubahan % dalam V  = Perubahan % dalam Y  
Jadi teori kuantitas uang menyatakan bahwa bank sentral, yang mengawasi jumlah uang 
beredar, memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi. Jika bank sentral mempertahankan 
jumlah uang beredar tetap stabil, tingkat harga akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan 
jumlah uang beredar dengan cepat, tingkat harga akan meningkat dengan cepat. 
 
2.1.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi Regional 
2.1.7.1. Inflasi karena Tarikan Permintaan 
Menurut Bank Indonesia (2007), Inflasi karena tarikan permintaan (demand pull 
inflation) disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat (pengeluaran rumah tangga 
konsumen, investasi, pengeluaran pemerintah dan sektor luar negeri ekspor minus impor). 









Sumber; BI Semarang, Analisis Perilaku Inflasi Jawa Tengah 
  Secara implisit, kenaikan kurva LM berarti  kenaikan jumlah uang beredar riil. 
Kenaikan uang beredar riil ini bisa disebabkan oleh karena turunnya tingkat harga sementara 
uang beredar secara nominal tetap (Keynes effect) atau karena adanya ekspansif moneter. 
Dalam pendekatan kurva IS-LM diasumsikan harga tidak mengalami perubahan. Oleh 
karena itu sebab pertama tersebut menjadi kurang relevan dalam pendekatan IS-LM. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa kenaikan atau penurunan kurva LM disebabkan oleh 
ekspansif atau kontraksi moneter. Perubahan besaran moneter ini, yang kemudian melalui 
mekanisme transmisi akan menyebabkan naiknya permintaan agregat, yang pada gilirannya 
akan menyebabkan kenaikan tingkat harga atau inflasi (demand pull inflation). 
Kenaikan kurva IS secara implisit berarti adanya kenaikan pengeluaran agregat, yang 
pada gilirannya akan menyebabkan naiknnya permintaan agregat. Kenaikan kurva IS terjadi 
karena kenaikan konsumsi masyarakat, kenaikan investasi atau karena ekspansif fiskal 
maupun penurunan tingkat pajak. Baik kenaikan konsumsi masyarakat maupun investasi 
akan terjadi karena rangsangan kebijakan fiskal maupun moneter. Rangsangan fiskal itu 
misalnya penurunan tingkat pajak, atau pembebasan pajak sementara (tax holiday)  untuk 
perusahaan. Sementara rangsangan kebijakan moneter bisa berupa penurunan tingkat bunga 
 
 
kredit; baik kredit modal kerja, kredit investasi ataupun kredit konsumsi. Ekspansif 
pengeluaran pemerintah melalui APBN/APBD juga akan dapat mendorong naiknya kurva 
IS, yang akhirnya akan dapat menaikan kurva permintaan agregat.  
Gambar 2.4 











Sumber; BI Semarang, Analisis Perilaku Inflasi Jawa Tengah 
Dari telaah atas pendakatan kurva IS-LM tersebut dapat diketahui bahwa kenaikan 
permintaan agregat dapat disebabkan oleh ekspansi moneter maupun ekspansif fiskal. 
Gambaran mengenai alur pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tersebut 
dijelaskan pada Gambar 2.4. 
Pada arus kebijakan moneter, dapat diketahui bahwa inflasi (P) dipengaruhi oleh 
perubahan-perubahan dalam besaran uang beredar (Ms) dengan arah yang sama, tingkat 
bunga (i) dengan arah yang berlawanan, dan pendapatan nasional (Y) dengan arah yang 
sama. Karena itu pula dapat dikatakan bahwa pengendalian inflasi dari sisi kebijakan 
moneter dapat dilakukan dengan mengendalikan ketiga variabel tersebut. Walaupun 
demikian juga harus disadari bahwa dalam perekekonomian yang semakin terbuka, ketiga 
Demand Pull Inflation
Fiscal Policy Monetary Policy 
M/P = f (i,Y) MV = PT 
Keynes Klasik dan 
Neo Klasik
P = f(Ms, i, Y) P = f (Ms, Y) 
C = f (Yd)
I = f(i,Sb)
AE = Y = f (C, I, G, NX): IS 
Kapasitas: Ag.S 
Gx, Tr Tx: Pajak
 
 
varaibel tersebut tidak sepenuhnya dalam kendali otoritas moneter. Atau dengan kata lain 
ketiga variabel tidak sepenuhnya sebagai variabel independen. 
Dalam suatu perekonomian terbuka, sebagaimana Indonesia, tingkat inflasi tidak 
sepenuhnya disebabkan oleh perubahan-perubahan variabel domestik, akan tetapi juga oleh 
perubahan variabel-variabel ekonomi negara lain yang berhubungan dengan Indonesia. 
Hubungan tersebut berkaitan dengan transaksi di sektor moneter maupun transaksi di sektor 
barang (riil). Variabel yang mempengaruhi tingkat inflasi Indonesia melalui jalur transaksi 
moneter atau pasar uang ini antara lain dapat ditelusuri dengan menggunakan pendekatan 
International Fisher Effect (IFE) maupun International  Interest Parity (IIP).  
Dalam IFE dijelaskan bahwa ekspektasi selisih tingkat inflasi akan mempengaruhi 
selisih tingkat bunga. Sementara dalam IIP, ekspekstasi kenaikan tingkat bunga, akan 
menyebabkan kenaikan dalam selisih kurs (depresiasi/apresiasi). Dari hubungan ini dapat 
diketahui bahwa perubahan kurs mempunyai akan mempengaruhi perubahan tingkat harga 
atau inflasi.   
 
2.1.7.2. Inflasi karena Dorongan Penawaran  
Menurut Bank Indonesia (2007), dari sisi penawaran agregat, inflasi dapat dijelaskan 
dari aspek dorongan biaya produksi (cost push) maupun distorsi distribusi karena struktur 
pasar yang monopolitis–oligopolistis, keduanya akan dapat menghambat penawaran agregat. 
Hubungan antara tingkat inflasi dengan biaya produksi dan penawaran agregat tersebut 
dapat ditunjukkan oleh Gambar 2.5  
Gambar 2.5 




Sumber; BI Semarang, Analisis Perilaku Inflasi Jawa Tengah 
Gambar 2.5 dapat diketahui bahwa kenaikan ongkos produksi, melalui mekanisme 
transmisi ongkos, akan dapat menyebabkan penurunan penawaran. Ambil contoh kenaikan 
harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM; yang merupakan bahan penolong 
industri, akan menyebabkan ongkos produksi mengalami kenaikan. Dengan naiknya biaya 
produksi ini. dan industri tidak mau menanggung kerugian akibat kenaikan harga BBM 
tersebut, industri akan mengkompensasi kenaikan ongkos tersebut kedalam bentuk kenaikan 
harga pokok produksi dan akhirnya akan menaikkan harga jual produk. Karena stuktur 
industrinya bukan persaingan sempurna, kenaikan harga tersebut sering dilakukan dengan 
mengurangi produksi atau memghambat distribusi produk ke pasar.  Mekanisme yang sama 
juga akan terjadi apabila terjadi kenaikan ongkos produksi industri manufaktur sebagai 
akibat apresiasi Dolar AS terhadap Rupiah. 
Variabel yang mempengaruhi inflasi dari sisi penawaran ini mencakup variabel-variabel 
yang mempengaruhi produksi seperti tingkat bunga pinjaman, tingkat upah, harga input 
utama maupun antara, harga bahan baku, tingkat pajak, tingkat teknologi, jumlah tenaga 
kerja, dan varibel-variabel lain yang berkaitan dengan produksi. Sementara, struktur pasar 
 
 
yang oligopolistic-monopolistik akan cenderung menyebabkan distribusi barang menjadi 
tidak lancar dan karena itu akan dapat menghambat penawaran agregat. Akibatnya, tingkat 
harga akan dapat mengalami kenaikan.  
 
 
2.1.7.3. Inflasi Struktural 
Menurut Bank Indonesia (2007), inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya berbagai 
kendala atau kekakuan struktural (structural rigidities) yang menyebabkan penawaran dalam 
perekonomian menjadi kurang atau tidak adanya responsif terhadap permintaan yang 
meningkat. Contoh inflasi yang disebabkan oleh bencana alam dan peperangan. Kendala ini 
menyebabkan struktur perekonomian terhambat sehingga penawaran dan permintaan akan 
barang dan jasa bermasalah dan mempengaruhi harga. Dari telaah atas pendakatan kurva IS-
LM tersebut dapat diketahui bahwa kenaikan permintaan agregat dapat disebabkan oleh 
ekspansif moneter maupun ekspansif fiskal. Alur pengaruh kebijakan moneter dan fiskal, 
terlihat Gambar 2.4. 
 
2.2. Penelitian Terdahulu 
Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan 
sebelumnya. Pertama, penelitian ini menggunakan obyek daerah, dimana sampel penelitian 
merupakan daerah Kabupaten/Kota se NTT. Kedua, penelitian ini mendektesi pengaruh 
pengeluaran pemerintah daerah (G) terhadap harga/inflasi (P) dengan mengacu pada teori 
produksi Y = ƒ(L, K) dan teori kuantitas uang MV = PY, Jika Y menyatakan jumlah output, 
dan P menyatakan harga satu unit output, maka nilai uang dari output adalah PY. Kalau 
dihubungkan dalam pos pendapatan regional, maka Y = PDRB riil, P = deflator PDRB dan 
PY = PDRB nominal, sehingga teori ini menjelaskan apa yang terjadi ketika bank sentral 
 
 
mengubah jumlah uang beredar, karena perputaran (V) adalah tetap, setiap perubahan dalam 
jumlah uang beredar menyebabkan perubahan proporsional dalam PDRB nominal. Karena 
faktor-faktor produksi dan fungsi produksi sudah menentukan PDRB riil, maka perubahan 
PDRB nominal harus mencerminkan perubahan tingkat harga. Jadi, teori kuantitas 
menunjukkan bahwa tingkat harga adalah proporsional terhadap jumlah uang beredar atau P 
= M/Y. Ketiga penelitian ini memasukkan variabel eksogen kebijakan fiskal regional dari sisi 
pengeluaran pemerintah daerah, menurut belanja langsung, yakni belanja pegawai, belanja 
operasional, dan modal/investasi. Keempat, penelitian ini memasukkan variabel dummy yakni 
reformasi desentralisasi fiskal. Kelima, penelitian ini menggunakan variabel inflasi regional, 
sebagai variabel endogen yang dipengaruhi variabel eksogen yakni belanja pegawai belanja 
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2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis 
Gambar 2.6 
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Riset ini mengacu pada ketidak stabilan harga yang menimbulkan inflasi. Penelitian ini 
terkendala oleh data, informasi, dan obyek penelitian, maka variabel kebijakan fiskal 
regional, sebagai variabel yang mempengaruhi inflasi di Provinsi NTT. Kebijakan moneter 
tidak dimasukkan dalam penelitian ini karena obyek penelitian adalah regional. Inflasi 
karena tarikan permintaan (demand pull inflation) yang disebabkan oleh pengeluaran 
pemerintah daerah, maka model yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah model 
teori produksi dan model teori kuantitas uang. Teori produksi berkisar pada fungsi produksi 
yang menghubungkan antara faktor produksi sebagai masukan (inputs) dan hasil 
produksinya atau produk (ouputs). Teori kuantitas uang yang mempengaruhi perekonomian 
dalam jangka panjang. Teori kuantitas uang (quantity theory of money) dikaitkan dengan 
pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap harga. Perubahan pengeluaran pemerintah, 
menyebabkan perubahan pendapatan, besarnya perubahan pendapatan dilihat dari pengganda 
pengeluaran pemerintah (government multiplier) ∆Y/∆G = 1/(1-b). Perubahan pengeluaran 
pemerintah mempengaruhi jumlah uang beredar (JUB), pendapatan dan harga karena 
perubahan permintaan. Dampak perubahan pengeluaran pemerintah daerah terlihat pada 
PDRB dan pendapatan perkapita selanjutnya menpengaruhi harga akibat perubahan 
permintaan. 
Dalam jangka panjang, perubahan PDRB akibat perubahan pengeluaran pemerintah 
daerah yakni sebesar ∆Y/∆G = 1/(1-b). Pengeluaran pemerintah daerah naik mendorong 
PDRB naik sehingga jumlah uang beredar naik, mempengaruhi pendapatan naik 
menyebabkan harga naik karena permintaan naik, sebaliknya pengeluaran pemerintah turun 
berdampak PDRB turun sehingga jumlah uang beredar turun, mempengaruhi pendapatan 
turun menyebabkan harga turun karena permintaan turun. Jangka pendek perubahan 





perubahan permintaan. Pengeluaran pemerintah naik, mempengaruhi pendapatan naik 
berdampak pada harga naik, karena permintaan naik, dan sebaliknya pengeluaran 
pemerintah turun, menyebabkan pendapatan turun dan mempengaruhi turunnya harga karena 
permintaan turun. 
Penelitian ini memasukkan variabel dummy reformasi desentralisasi fiskal, yakni 
Sebelum reformasi desentralisasi fiskal pengeluaran pemerintah daerah relatif rendah 
dibandingkan sesudah reformasi desentralisasi fiskal, artinya ada peningkatan aliran dana 
masuk ke daerah (capital inflow) menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar (JUB) yang 
berpotensi inflasi. 
 
2.4. Hipotesis  
Penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut; 
1. Belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. 
2. Belanja operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. 
3. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. 
4. Sebelum reformasi desentralisasi fiskal pengeluaran pemerintah daerah relatif rendah 
dibandingkan sesudah reformasi desentralisasi fiskal, artinya ada peningkatan aliran 
dana masuk ke daerah (capital inflow) menyebabkan peningkatan jumlah uang 
beredar (JUB) yang berpotensi terjadinya inflasi. Pernyataan ini maka hipotesis 
dirumuskan sebagai berikut; terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat inflasi 








3.1. Definisi Operasional Variabel 
Variabel – variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah variabel kebijakan fiskal 
regional dari sisi pengeluaran yakni belanja pegawai (BPG), belanja operasional (BOP), 
belanja modal/Investasi (BMO), dan dummy reformasi desentralisasi fiskal (DRFO), sebagai 
variabel independen dan inflasi sebagai variabel dependen. Variabel dependen adalah tipe 
variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan variabel 
independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. 
(Indriantoro, Supomo 1999). 
Dalam penelitian ini definisi operasional masing-masing variabel, sebagai berikut: 
a. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum di Kabupaten/Kota se NTT 
pada tahun 2001-2008. Dalam penelitian ini inflasi diukur dalam persen. 
b. Belanja pegawai (BPG) adalah pengeluaran konsumsi atau belanja langsung pemerintah 
daerah yang digunakan untuk membayar honorarium/upah dalam melaksanakan program 
dan kegiatan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota se NTT (t-(t-1)) pada tahun 2001-
2008. Dalam penelitian ini diukur dalam satuan milyard Rupiah. 
c. Belanja operasional (BOP) adalah pengeluaran konsumsi atau belanja langsung 
pemerintah daerah yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaat 
kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program 
dan kegiatan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota se NTT (t-(t-1)) pada tahun 2001-





d. Belanja modal/Investasi (BMO) adalah pengeluaran investasi atau belanja langsung 
pemerintah daerah yang digunakan untuk pengadaan asset tetap berwujud yang 
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan dalam 
program dan kegiatan pemerintahan di Kabupaten/Kota se NTT (t-(t-1)) pada tahun 
2001-2008. Dalam penelitian ini diukur dalam satuan milyard Rupiah. 
e. Reformasi desentralisasi fiskal (DRFO) adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
dalam kerangka NKRI, terkait dengan perubahan atau reformasi UU No. 22/1999 
menjadi UU. No.32/2004, tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 menjadi UU 
No.33/2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah, perubahan terhadap kedua undang-undang otonomi daerah, dimana sebelum 
reformasi desentralisasi fiskal pengeluaran pemerintah daerah relatif rendah 
dibandingkan sesudah reformasi desentralisasi fiskal, artinya ada peningkatan aliran dana 
masuk ke daerah (capital inflow) menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar (JUB). 
Dalam penelitian ini diukur dengan dummy variabel 0 = sebelum reformasi desentralisasi 
fiskal (2001-2004); 1 = sesudah reformasi desentralisasi fiskal (2005-2008) 
3.2. Metode Pengumpulan Data 
Perbedaan informasi mengenai data inflasi versi pemerintah (BPS NTT) dengan Bank 
Indonesia Kupang, maka data inflasi yang digunakan adalah dari BPS karena data inflasi 
yang terdapat di Bank Indonesia bersumber dari BPS. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang diperoleh dari beberapa penerbitan sumber data seperti Statistik Ekonomi – 
Keuangan Daerah Bank Indonesia Kupang, Perkembangan Realisasi APBD Provinsi dan 
Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur, Statistik NTT dalam Angka dan sumber data yang 






3.3. Populasi dan Sampel 
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. Teknik 
pengambilan sampel penelitian ini adalah berdasarkan pertimbangan tertentu (sampling 
purposive). Sampel dari penelitian ini adalah 12 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, dengan 
alasan keduabelas kabupaten merupakan kabupaten induk sejak provinsi ini terbentuk pada 
tahun 1958, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan sarana prasaran yang 
cukup memadai, serta sebagai penopang pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten/Kota baru. 
 Kabupaten/Kota yang dijadikan sampel adalah Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah 
Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten 
Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, 
Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat. 
 
3.4. Jenis dan Sumber Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan yang 
relevan dan akurat. Data yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah data sekunder 
time series dan cross section atau dengan kata lain data panel, yang telah diolah kembali, 
yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. 
Adapun data yang digunakan adalah data tahunan atau data time series, dengan jangka waktu 
dari tahun 2001-2008 (8 tahun), dan data cross section duabelas Kabupaten/Kota di Provinsi 
NTT. Data yang diperlukan sesuai dengan topik penelitian meliputi data-data sebagai berikut: 
1. Data dari Biro Keuangan Sekda NTT yaitu data belanja pemerintah daerah yang 





langsung yakni belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja modal di 
Kabupaten/Kota se NTT, tahun 2001-2008. 
2. Data dari  BPS Provinsi NTT yakni data inflasi di Kabupaten/Kota se NTT, tahun 2001-
2008. 
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari beberapa sumber, 
antara lain: 
1. Statistik Ekonomi – Keuangan Daerah, Bank Indonesia Kupang 
2. Statistik Keuangan Daerah, Perkembangan Realisasi APBD Provinsi dan 
Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur. 
3. Statistik NTT dalam Angka. 
4. www.BPS.go.id; www.bi.go.id, dan www.bpk.go.id 
3.5. Metode Analisis  
3.5.1. Model Regresi Data Panel 
Analisis data panel adalah suatu metode mengenai gabungan dari data antar waktu (time 
series) dengan data antar individu (cross section). Untuk menggambarkan data panel secara 
singkat, misalkan pada data cross section, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan 
untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit cross section yang 
sama di survey dalam beberapa waktu (Gujarati, 2003). Regresi dengan menggunakan data 
panel memberikan beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendekatan standar cross 
section dan time series, diantaranya: 
1. Data panel dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan 
derajat kebebasan (degree of freedom), data memiliki variabilitas yang besar dan 
mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas dimana dapat menghasilkan estimasi 





2. Data panel dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya 
oleh data cross section atau time series saja. 
3. Data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan 
dinamis dibandingkan data cross section. 
Keunggulan dimiliki model data panel tersebut, ada beberapa permasalahan yang muncul 
dalam pemanfaatan data jenis panel yaitu permasalahan autokorelasi dan heterokedastisitas. 
Sementara itu ada permasalahan baru yang muncul seperti korelasi silang (cross-correlation) 
antar unit individu pada periode yang sama. 
 
3.5.2. Model Penelitian 
Penelitian ini mengunakan analisis data panel untuk mengetahui pengaruh dari variabel 
independen yakni belanja pegawai (BPG), belanja operasional (BOP), belanja 
modal/investasi (BMO), dan dummy reformasi desentralisasi fiskal (DRFO) terhadap variabel 
dependen inflasi.  Model fungsi yang digunakan untuk mengetahui inflasi di Provinsi NTT 
yaitu: 
INFLASI = ƒ{BPG, BOP, BMO, DRFO}    (3.1) 
Dalam bentuk persamaan menjadi: 
Y it  =  0 + 1 BPGit  +  2 BOPit  +  3 BMOit  +  4 RFOit  + Uit   (3.2) 
dimana;   INFLASI  = Inflasi. 
BPG   =  Belanja Pegawai 
BOP   =  Belanja Opersional 
BMO   = Belanja Modal/Investasi 
DRFO   =  Dummy Reformasi Desentralisasi Fiskal 





t   = time series. 
0   = konstanta. 
1,..., 4   = koefisien. 
U   = error term. 
Penggunaan variabel dummy dapat digunakan dummy tempat ataupun dummy tahun. 
Dalam penelitian ini digunakan fixed effects model dengan dummy pada time series (tahun), 
alasannya yaitu antara tahun 2001-2008 kemungkinan (diduga) mempunyai perbedaan 
karakteristik yakni sebelum reformasi desentralisasi fiskal tahun 2001-2004 dan sesudah 
reformasi desentralisasi fiskal tahun 2005-2008 baik dari sisi penerimaan, pengeluaran, dan 
proporsi aliran dana perimbangan, kewenangan, hak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam 
penelitian ini tidak menggunakan random effect model (REM) karena jumlah observasi hanya 
96 sedangkan untuk random effect model lebih sering digunakan untuk jumlah observasi 
lebih dari 1000 observasi (Gujarati 2003). 
 
3.5.3. Pengujian Asumsi Model Klasik 
3.5.3.1. Uji Multikolinearitas 
Multikolinearitas mempunyai pengertian bahwa ada hubungan linear yang “sempurna” 
atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi. Konsekuensi 
adanya multikolinearitas adalah koefisien regresi variabel tidak tentu dan kesalahan menjadi 
tidak terhingga. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya 
tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, 
maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen 





satu munculnya multikolinearitas adalah R² sangat tinggi dan tidak satupun koefisien regresi 
yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebas secara skolastik. 
Model untuk mengetahui uji multikolinearitas adalah: 
y  =  f(x1,.., x4) ………………………………………………     (3.3) 
x1 = f(x2, x3) 
x2 = f(x2, x4) 
X3 = f(x3, x4) 
X4  = f(x1, x2) 
X5  = f(x1, x3) 
X6  = f(x1, x4) 
Penelitian ini akan menggunakan Auxiliary Regression untuk mendeteksi adanya 
multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R2 regresi persamaan utama lebih besar dari R2 
regresi auxiliary maka di dalam model tidak terdapat multikolinearitas. 
 
3.5.3.2. Uji Autokorelasi 
Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji 
Durbin-Watson. Uji ini sesungguhnya dilandasi oleh model error yang mempunyai korelasi 
sebagaimana telah ditunjukkan, yaitu: 
µt  =  ρ ut-1  + vt  …………………………………………………………….....      (3.4) 
dimana: ut     =   error pada waktu ke-t 
ut-1  =  error pada waktu ke-(t-1) 
ρ = koefisien autokorelasi lag -1 (untuk mengukur korelasi antara residual 
pada waktu ke-t dengan residual pada waktu (t-1)  
Vt = error yang independen dan berdistribusi Normal dengan nilai tengah = 
0, dan varian σ2. 
Jika ρ = 0, maka dapat disimpulkan tidak ada serial korelasi di dalam residual. Oleh karena 





H0  : ρ  = 0 
H1  : ρ  ≠ 0 

















 .................................................................     (3.5) 
dimana: ut = Yt - β0 - β1 Xt = Yt - Yt , 
yaitu residual pada waktu ke- t. 
       ut = Yt-1 - β0 - β1 Xt-1 = Yt-1 - Yt-1 , 
yaitu residual pada waktu ke- (t-1). 
Persamaan (3.8) dapat pula dituliskan sebagai berikut: 
















 = 2 (1- ρ ) ………………………………..      (3.6) 
dimana: 







 .......................................................................................     (3.7) 
Sebagaimana telah disebutkan bahwa ρ adalah koefisien autokorelasi yang mempunyai 
nilai : -1 ≤ ρ ≤ 1. Dengan demikian, berdasarkan persamaan (3.10) akan didapat nilai statistik 
DW, yaitu : 0 ≤ d ≤ 1. Persamaan (3.10) juga mengartikan bahwa: 
• Jika Statistik DW bernilai 2, maka ρ akan bernilai 0, yang berarti tidak ada autokorelasi. 





• Jika Statistik DW bernilai 4, maka ρ akan bernilai -1, yang berarti ada autokorelasi 
negatif. 
Gambar 3 
Aturan Membandingkan Uji Durbin-Watson dengan Tabel Durbin-Watson 
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Untuk kepentingan tersebut, DW telah mempunyai tabel yang digunakan sebagai 
pembanding uji DW yang dilakukan, sehingga dapat disimpulkan dengan tepat ada atau tidak 
ada autokorelasi. Dalam membandingkan hasil penghitungan statistik DW dengan tabel DW, 
ternyata mempunyai aturan tersendiri.  
Tabel DW terdiri dari dua nilai, yaitu batas bawah (dL) dan batas atas (dU). Nilai-nilai ini 
dapat digunakan sebagai pembanding uji DW, dengan aturan sebagai berikut: 
• Bila DW  <  dL  ;  berarti ada korelasi yang positif atau kecenderungannya ρ  =  1. 
• Bila  dL ≤ DW ≤  dU ;  berarti kita tidak dapat mengambil kesimpulan apapun. 
• Bila  dU < DW < 4-dU ;  berarti tidak ada korelasi positif maupun negatif. 
• Bila  4-dU ≤ DW ≤  dL ;  berarti kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa. 
• Bila DW > 4-dL ; berarti ada korelasi negatif. 
 
3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas 
Korelasi positif 
Tidak tahu  Tidak tahu





Heteroskedastisitas berarti variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. 
Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi bier 
homoskedastisitas yaitu variasi residual sama untuk-semua pengamatan. Secara ringkas 
walaupun terdapat heteroskedastisitas maka penaksir OLS (Ordinary Least Square) tetap 
tidak bias dan konsisten tetapi penaksir tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil 
maupun sampel besar (yaitu asimtotik). Menurut Gujarati (2003) bahwa masalah 
heteroskedastisitas nampaknya menjadi lebih biasa dalam data cross section dibandingkan 
dengan data time series. 





3.5.3.4. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen 
dan variabel independen, mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 
adalah yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2009). Metode 
yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidak gangguan (µ) dalam penelitian ini 
adalah metode J-B test dan metode grafik. Metode J-B test dilakukan dengan menghitung 
skweness dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai X² (Chi Square) tabel, maka nilai residual 
berdistribusi normal. Model untuk mengetahui uji normalitas adalah: 
 J – B hitung = [ S2/6 + (
24
3−k )2 ] ……………………………........     (3.8) 
dimana:   S =  Skewness statistik 





Jika nilai J – B hitung > J-B tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual Ut 
terdistribusi normal ditolak dan sebaliknya. 
 
3.5.4. Pengujian Kriteria Statistik 
Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau 
kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian 
signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah 
hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah Ho dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang 
diperoleh dari data yang ada (Gujarati, 2003). 
Uji statistik terdiri dari koefisien determinasi Goodness of fit test (R2), pengujian 
koefisien regresi secara bersama-sama (uji F), dan pengujian koefisien regresi parsial (uji t). 
 
3.5.4.1. Koefisien Determinasi Goodness of fit test (R2) 
Koefisien determinasi (R 2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu 
model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai (R 2 ) adalah antara nol dan satu. 
Nilai (R 2 ) yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan 
variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 
variabel dependen (Ghozali, 2009). 
Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel 
independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat 
tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 





(R 2 ) pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik (Ghozali, 2009). Nilai koefisien 







R   ......................................................................................................     (3.9) 
dimana: y* = nilai y estimasi 
y = nilai y aktual 
3.5.4.2. Pengujian Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 
terikat. Hipotesis yang digunakan: 
1. H0 : b1,..., b4 = 0 semua variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen 
secara bersama-sama 
2. H1 : b1,..., b4 ≠ 0 semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara 
bersama-sama 









=  ............................................................................................     (3.10) 
dimana: k = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta  
N = jumlah observasi 
Pada tingkat signifikansi 10 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai 
berikut: 
a) H0 diterima dan Ha ditolak apabila F hitung < F tabel, artinya variabel penjelas secara 





b) H0 ditolak dan Ha diterima apabila F hitung > F tabel, artinya variabel penjelas secara 
bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. 
 
 
3.5.4.3. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 
Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) dilakukan untuk melihat signifikansi 
dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan 
menganggap variabel lain konstan. Hipotesis yang digunakan: 
1. H0 : b1 = 0 tidak ada pengaruh dari variabel belanja pegawai terhadap inflasi. 
H1 : b1 > 0 ada pengaruh positif dari variabel belanja pegawai terhadap inflasi. 
2. H0 : b2 = 0 tidak ada pengaruh dari variabel belanja operasional atau belanja barang 
dan jasa terhadap inflasi 
H1 : b2 > 0 ada pengaruh positif dari variabel belanja operasional atau belanja 
barang dan jasa terhadap inflasi  
3. H0 : b3 = 0 tidak ada pengaruh dari variabel belanja modal/investasi terhadap inflasi. 
H1 : b3 > 0 ada pengaruh positif dari variabel belanja modal/investasi terhadap 
inflasi. 
4. H0 : b4 = 0 tidak ada perbedaan pengaruh dari variabel dummy reformasi 
desentralisasi fiskal terhadap inflasi. 
H1 : b4 # 0 ada perbedaan pengaruh dari variabel dummy reformasi desentralisasi 
fiskal terhadap  inflasi. 









dimana:  βi = parameter yang diestimasi 
βi* = nilai hipotesis dari βI (Ho : βI = βi*) 







GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 
 
4.1. Kondisi Umum 
4.1.1. Geografis 
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di selatan katulistiwa pada posisi 80 – 120 
Lintang Selatan dan 1180 – 1250 Bujur Timur. 
Batas-batas wilayah : 
* Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores 
* Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia 
* Sebelah Timur dengan Negara Timor Leste 
* Sebelah Barat dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat. 
NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 566 pulau, 432 pulau diantaranya 
sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. Diantara 432 
pulau yang sudah bernama terdapat 4 pulau besar: Flores, Sumba, Timor dan Alor 
(FLOBAMORA) dan pulau-pulau kecil antara lain: Babi, Pamana Besar, Panga Batang, 
Parmahan, Rusah (masuk wilayah Kabupaten Sikka) Samhila, Solor, Adonara (Kabupaten 
Flotim), Pulau Batang, Kisu, Lapang, Pura, Rusa, Trweng (Kabupaten Alor), Pulau Doo, 
Landu Manifon, Manuk, Semau (Kabupaten Kupang), Pulau Dana, Pulau Loren, Komodo, 
Rinca, Sebabi, Sebayur Kecil, Sebayur Besar Serayu Besar (Kabupaten Manggarai), Pulau 
Untelue (Kabupaten Ngada), Pulau Halura (Kabupaten Sumba Timur, dll. Dari seluruh pulau 
yang ada, 42 pulau telah berpenghuni sedangkan sisanya belum berpenghuni. Terdapat tiga 
pulau besar, yaitu pulau Flores, Sumba dan Timor, selebihnya adalah pulau-pulau kecil yang 





Luas wilayah daratan 47.349,90 km2 atau 2,49% luas Indonesia dan luas wilayah 
perairan ± 200.000 km2 diluar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).Secara 
administratif, Propinsi Nusa Tenggara Timur terbagai atas 21 daerah tingkat II, yaitu: 
Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Maggarai Timur, Ngada, Nage Keo, Ende, Sikka, 
Flores Timur, Lembata, Alor, Belu, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Kupang, 
Kota Kupang, Rote-Ndao, Sumba Timur, Sumbah Tengah, Sumbah Barat daya, Sumba Barat 
dan Sabu Raijua sebagai kabupaten terbaru. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap 12 ibu 
kota kabupaten, dengan alasan keduabelas Kabupaten merupakan Kabupaten induk sejak 
provinsi ini terbentuk pada tahun 1958, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung 
dengan sarana prasaran yang cukup memadai, serta sebagai penopang pertumbuhan ekonomi 
bagi kabupaten/kota baru. 
 
4.1.2. Topografi 
Apabila dilihat dari topografinya, maka wilayah NTT dapat dibagi atas 4 bagian besar, 
yaitu : 
1. Agak bergelombang dengan kemiringan 17-26 %. 
2. Bergelombang dengan kemiringan 27-50 %. 
3. Berbukuti-bukit bergunung dengan kemiringan lebih besar dari 50 %. 
4. Dataran banjir dengan kemiringan 0-30 %. 
Keadaan topografi demikian mempunyai pengaruh pula terhadap pola kehidupan 
penduduk, antara lain pola pemukiman digunung-gunung, sehingga terdapat variasi adat dan 







Seperti ditempat lain di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur hanya dikenal 2 musim yaitu 
musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni sampai September, arus angin berasal dari 
Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. 
Sebaliknya pada musim Desember sampai Maret arus angin banyak mengandung uap air 
yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti 
ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April sampai 
Mei, dan Oktober sampai November. 
Walaupun demikian mengingat NTT dekat dengan Australia, arus angin yang banyak 
mengandung uap air dari Asia dan Samudra Pasifik sampai diwilayah NTT kandungan uap 
airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di NTT lebih sedikit dibanding 




4.2. Keadaan Perekonomian 
Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah indikator yang menggambarkan keadaan 
perekonomian penduduk di suatu wilayah/daerah. Ukuran yang dapat dihasilkan dari 
penghitungan PDRB antara lain adalah rata-rata pendapatan per kapita, struktur ekonomi dan 
pertumbuhan ekonomi. 
Sumbangan terbesar dalam PDRB tahun 2008 berasal dari sektor pertanian yakni sekitar 
40,39 persen, sedangkan sumbangan terendah dari sektor listrik, gas, dan air bersih yakni 
hanya 0,41 persen. Bila di amati menurut Kabupaten, PDRB harga berlaku terbesar adalah 





Kupang sebesar 1,92 trilyun Rupiah. Sedangkan Kabupaten dengan PDRB harga berlaku 
terendah adalah Kabupaten Sumba Tengah dengan nilai sebesar 0,23  trilyun rupiah. 
Walaupun PDRB harga berlaku meningkat dengan cukup tinggi yakni sebesar 12,98 
persen pada tahun 2008, namun pada harga konstannya (pertumbuhan ekonomi NTT) hanya 
tumbuh sebesar 4,81 persen. Kondisi ini menunjukkan, walaupun secara absolut rata-rata 
pendapatan masyarakat meningkat namun daya beli dari pendapatan tersebut menurun. 
Komposisi dari penggunaan PDRB NTT dalam kurun waktu 2004-2008 relatif tidak 
mengalami perubahan. Proporsi terbesar penggunaan PDRB NTT dalam kurun waktu 
tersebut adalah untuk memenuhi konsumsi rumah tangga. Sekitar seperlima sampai 
seperempat bagian dari total PDRB NTT setiap tahunnya digunakan untuk konsumsi 
pemerintah dengan kecenderungan meningkat. Proporsi penggunaan PDRB untuk konsumsi 
pemerintah pada tahun 2004 sebesar 18,54 persen, menurun menjadi 17,89 persen pada tahun 
2005, meningkat menjadi 19,75 persen pada tahun 2006, kemudian naik menjadi 20,23 
persen pada tahun 2007 dan 21,25 persen pada tahun 2008. 
 
4.3. Penduduk dan Angkatan Kerja 
Jumlah penduduk di Provinsi NTT (tahun 2007) sebanyak 4.448.873 jiwa sehingga 
kepadatan penduduknya relatif jarang yaitu sebesar 8.28 per km². Persebaran penduduk antar 
kabupatennya, dapat dikatakan tidak seimbang. Kabupaten Sumba Timur mempunyai 
kepadatan penduduk paling rendah dibanding wilayah lain yaitu 26 jiwa per km². Sebaliknya 
Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sikka memiliki kepadatan yang relatif tinggi yaitu 1.379 
jiwa per km² dan 148 jiwa per km². Sedangkan kepadatan di kabupaten-kabupaten lain 





Pendudukan Provinsi NTT berumur 15 tahun ke atas menurut kegiatan seminggu yang 
lalu tahun 2008, selalu melakukan kegiatan, dimana angkatan kerja mencapai 71,16% dan 
bukan angkatan kerja 2,65% atau berjumlah 3.045.015 orang, jelasnya dapat dilihat di Tabel 
4. Penduduk Provinsi NTT adalah tipe orang raji dan mandiri, walaupun alam cukup gersang 




Penduduk Provinsi NTT Berumur 15 Tahun Ke Atas 
Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Tahun 2008 
Kegiatan SemingguYang Lalu Banyaknya Persentase 
(1) (2) (3) 
I. Angkatan Kerja  2.166.919 71,16 
1. Bekerja 2.086.105 68,51 
2. Mencari Pekerjaan 80.814 2,.65 
      
II. Bukan Angkatan Kerja  878.096 28,84 
1. Sekolah 273.545 8,98 
2. Mengurus Rumah tangga 449.855 14,77 
3. Lainnya 154.696 5,08 
      
Jumlah 3.045.015 100,00 
Sumber BPS NTT dalam Angka, tahun 2010 
 
4.4. Perkembangan Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi NTT 
Stabilitas harga juga merupakan salah satu sasaran dari tujuan pembangunan, baik secara 
nasional maupun secara regional. Salah satu ukuran stabilitas harga dapat dilihat dari inflasi 
yang terjadi di daerah-daerah, jika inflasi memiliki kecenderungan rendah dan stabil dapat 
dikatakan harga-harga stabil, demikian pula sebaliknya.  
Perkembangan inflasi antar daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berada di atas 





desentralisasi fiskal diterapkan, terjadi pada tahun 2006 yakni mencapai angka 19,86% 
berasal dari Kabupaten Sumba Barat dan inflasi terendah mencapai angka 4,41% pada tahun 
2004, berasal dari Kabupaten Ende. Pola perkembangan inflasi antar daerah sebelum 
reformasi desentralisasi fiskal tidak bervariasi dan cenderung bergerak ke arah yang sama 
sebaliknya sesudah reformasi desentralisasi fiskal sangat bervariasi dan cenderung bergerak 
ke arah yang berbeda, sebagai implikasi adanya kenaikan proporsi aliran dana perimbangan 
ke daerah, mendorong perubahan belanja pemerintah daerah. Perubahan ini karena adanya 
reformasi Undang-Undang desentralisasi fiskal, sehingga meningkatnya aliran dana 
perimbangan ke daerah yang mendorong pengeluaran pemerintah daerah meningkat sehingga 
permintaan barang dan jasa meningkat. Perubahan pengeluaran pemerintah yang ekspansif 
atau kontraksi akan mempengaruhi permintaan barang dan jasa. Penawaran barang dan jasa 
yang tidak seimbang akan menyebabkan harga tidak stabil.  
Gambar 4.1 
Perkembangan Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, Periode 2001-2008 
 


















4.5. Perkembangan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT 
4.5.1. Belanja Pegawai 
Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam 
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Hanorarium diberikan kepada 
pihak yang melaksanakan program bertujuan untuk cepat tercapainya sasaran program dan 
kegiatan pemerintah daerah, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan 
kesejateraan rakyat serta dapat menjaga stabilitas harga atau inflasi terkendali.  
Gambar 4.2 
Perkembangan Belanja Pegawai Kabupaten/Kota di Provinsi NTT,  
Periode 2001-2008 
 
Sumber; Biro Keuangan SEKDA Provinsi NTT 
Pengeluaran konsumsi yakni belanja pegawai yang bersifat ekspansif atau kontraksi akan 
mempengaruhi jumlah uang beredar dan stabilitas harga. Stabilitas harga diukur dari inflasi 
yang terjadi disetiap daerah, yang dipengaruhi perubahan pengeluaran konsusmsi pemerintah 
yakni belanja pengawai. Output belanja pegawai adalah jasa, dan digunakan untuk 

















Perkembangan belanja pegawai sejak desentralisasi fiskal diterapkan pada tahun 2001, 
terjadi pola pergerakan yang sama pada priode sebelum reformasi desentralisasi fiskal, 
sebaliknya terjadi pola pergerakan yang bervariasi setelah reformasi. Secara umum terlihat 
dari Gambar 4.2 Perubahan kenaikan belanja pegawai tertinggi pada tahun 2008 yakni dari 
Kota Kupang, yaitu sebesar Rp. 149.840.656.649,629 dan perubahan penurunan belanja 
pegawai terendah terjadi pada tahun 2004 yakni dari Kabupaten Manggarai yaitu sebesar Rp. 
73.516.410.955,187 
 
4.5.2. Belanja Operasional 
Belanja operasional digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaat 
kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan 
kegiatan pemerintahan daerah.  
Belanja operasional merupakan pengeluaran konsumsi pemerintah yang didukung oleh 
APBD yang bersumber dari dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan lain-lain yang 
sah. Belanja operasional yang bersifat ekspansif atau kontraksi akan mempengaruhi jumlah 
uang beredar dan stabilitas harga. Stabilitas harga diukur dari inflasi yang terjadi disetiap 
daerah dipengaruhi oleh perubahan belanja operasional. 
Gambar 4.3 







Sumber; Biro Keuangan SEKDA Provinsi NTT 
Pola pergerakan belanja operasional, sejak diterapnya desentralisasi fiskal, yakni pola 
pergerakan yang sama terjadi pada priode sebelum reformasi desentralisasi fiskal, sebaliknya 
setelah terjadi reformasi desentralisasi fiskal mengalami pola pergerakan yang bervariasi. 
Secara umum terlihat dari Gambar 4.3 Perubahan kenaikan belanja operasional tertinggi pada 
tahun 2003 berasal dari Kabupaten Manggarai, yakni sebesar Rp. 120.255.644.806,285 dan 
terjadi perubahan penurunan belanja operasional terendah pada tahun 2004 berasal dari 
Kabupaten Manggarai, sebesar Rp. 107.798.733.439,285 
 
4.5.3. Belanja Modal 
Belanja modal digunakan untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai 
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. 
Belanja modal atau belanja investasi pemerintah digunakan untuk kepentingan publik, tujuan 

















Pengeluaran investasi yakni belanja modal yang bersifat ekspansif atau kontraksi 
mempengaruhi jumlah uang beredar dan stabilitas harga. Stabilitas harga diukur dari inflasi 
yang terjadi disetiap daerah dipengaruhi oleh perubahan belanja modal. Output belanja modal 
adalah barang. Harga stabil apabilah output dari belanja investasi dapat memenuhi 
permintaan, dan tidak terjadi kenaikan harga secara umum. 
Pola pergerakan belanja modal, sejak diterapnya desentralisasi fiskal, yakni pola 
pergerakan yang sama terjadi pada priode sebelum reformasi desentralisasi fiskal, sebaliknya 
setelah terjadi reformasi desentralisasi fiskal mengalami pola pergerakan yang bervariasi. 
Secara umum terlihat dari Gambar 4.4 Perubahan kenaikan belanja modal tertinggi terjadi 
pada tahun 2003 sebesar Rp. 90.109.001.287,967 berasal dari Kabupaten Manggarai, dan 
terjadi perubahan penurunan belanja modal terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar Rp. 
43.487.084.909,729 berasal dari kabupaten Sumba barat. 
Gambar 4.4 































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Data  terkumpul dan dikelompokkan  sesuai dengan  tujuan. Penelitian  ini mengunakan 
data  panel,  selanjutnya  data  diregresi  dengan menggunakan  fixed  effects model  (FEM), 
tujuan  untuk mengetahui  pengaruh variabel kebijakan fiskal regional terhadap inflasi di 
Provinsi NTT (periode 2001-2008). Variabel kebijakan fiskal regional, meliputi belanja 
pegawai, belanja operasional, belanja modal, dan dummy reformasi desentralisasi fiskal 
sebagai variabel independent dan inflasi sebagai variabel dependent. Pengolahan  data 
dengan menggunakan alat bantuan software Eviews 6, dan SPSS 17. 
 
5.1 Analisis Data 
Pengolahan data menggunakan bantuan software Eviews 6 dan SPSS 17 yang berguna 
untuk melakukan pengujian model data panel, meliputi pengujian penyimpangan asumsi 





klasik bertujuan untuk menjaga agar Ordinary Least Square (OLS) dapat menghasilkan 
estimator yang “paling baik” pada model regresi. Pengujian kriteria statistik bertujuan untuk 
mengetahui seberapa jauh pangaruh variabel penjelas/independent secara individual dan 
simultan dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian hipotesis bertujuan untuk 
menguji atas jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hasil output Eviews 
dan SPSS 17 dapat dilihat pada lampiran 3 dan lampiran 11. Berikut ini disajikan ringkasan 
hasil outputnya. 
Tabel 5.1 
Ringkasan Hasil Regresi (periode 2001-2008) 















2.822540   **
2.714716   **
4.065916 ***
10.72603 ***
R2 0.720226  
F – statistik 58.56571  
Sumber : Hasil Olahan Eviews 6 dan SPSS 17.  Lampiran 3 dan lampiran 11 
Keterangan; 
* Signifikan pada α 10%  
** Signifikan pada α 5%    
*** Signifikan pada α 1%   
 
5.1.1. Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas dengan menggunakan uji Auxiliary 












Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dideteksi dengan menggunakan 
Auxiliary Regression. Model awal yaitu R² sebesar 0,720226 , nilai R² model awal tersebut 
dibandingkan dengan nilai R² model Auxiliary Regression. Karena R² model Auxiliary 




NO Dependen Variabel R² 
1. BPG 0,306484 
2. BOP 0,358074 
3. BMO 0,334281 
4. DRFO 0,060748 








Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji 
Durbin-Watson. Uji ini sesungguhnya dilandasi oleh model error yang mempunyai korelasi 
sebagaimana telah ditunjukkan di bawah ini. 
Diketahui bahwa: 
Nilai Observasi (n) = 96 
k-1   = 5-1 = 4 
dL     = 1,566 
dU     = 1,751 
d / R2       =  2,063 
Hasil uji dapat dikatakan bahwa model ini tidak terdapat gejala autokorelasi. 
Tabel 5.3 











     
0   dL               dU      4-dU                   4-dL             4  
0           1,566               1,751                2,249        2,434                    4  
                                                        (2,063) 




Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan 







NO Dependen Variabel T-Statistik Probabilitas 
1. BPG 0,753770 0,4529 
2. BOP 0,516056 0,6071 
3. BMO 0,012951 0,9897 
4 DRFO 1,326181 0,1881 
Sumber : Hasil Olahan Eviews 6 ,  Lampiran 9 
Pada tabel diatas, signifikansi untuk variabel belanja pegawai (BP) sebesar 0,4529 
belanja operasional (BOP) sebesar 0,6071 belanja modal (BMO) sebesar 0,9897 dan dummy 
reformasi desentarlisasi fiskal (DFRO) sebesar 0,1881. Berdasarkan nilai tersebut, maka 




Penelitian ini akan menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan menghitung 












Sumber : Hasil Olahan Eviews 6 ,  Lampiran 10 
Pada penelitian dapat diketahui bahwa J-B hitung lebih kecil daripada nilai X² (Chi 
Square) tabel pada ά 5% yaitu 0,613176 < 107,565 maka nilai residual berdistribusi normal. 
 
5.1.2. Analisis Hasil Regresi 
Uji kriteria statistik meliputi; koefisien determinasi Goodness of fit test (R2), pengujian 
koefisien regresi secara bersama-sama (uji F), dan pengujian koefisien regresi parsial (uji t). 
 
5.1.2.1. Koefisien Determinasi Goodness of fit test (R2) 
Hasil regresi diperoleh nilai Adjusted R² sebesar 0.720226 artinya bahwa 72 persen 
variabel terikat inflasi mampu dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebas BPG, BOP, 
BMO dan DRFO. Sedangkan 28 persen (100 – 72) sisanya dijelaskan oleh hal-hal lain yang 
tidak dimasukkan ke dalam model. Nilai Adjusted R² yang besar tersebut menunjukkan 
hubungan yang sangat kuat antar variabel terikat dengan variabel bebas yang 
mempengaruhinya. Nilai yang besar tersebut juga menunjukkan bahwa model dalam 






5.1.2.2. Pengujian Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) 
Berdasarkan model regresi utama (lampiran 3) diperoleh nilai F-hitung sebesar 58.56571 
dengan probabilitas F-hitung sebesar 0,0000. Oleh karena sig sebesar 0,0000 < 0,05 maka 
inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis penelitian mayor. Dengan kata lain, 
variabel belanja pegawai (BPG), belanja operasional (BOP), Belanja Modal (BMO), dan 
dummy reformasi desentralisasi fiskal (DRFO) secara simultan berpengaruh secara signifikan 
terhadap inflasi. 
Parameter yang digunakan untuk uji F dalam penelitian ini adalah dengan 
membandingkan antara nilai F tabel dengan nilai F hitung. Dengan taraf nyata 5% dan df (n-
k-1) = 91, didapat nilai F tabel sebesar 2,53. 
Berdasarkan perhitungan dengan uji F diketahui bahwa Fh (58.56571) > Ft5% (2,53), 
sehingga inferensi yang diambil adalah menerima Ha dan menolak Ho. Dengan kata lain, 
hipotesis yang berbunyi “belanja pegawai (BPG), belanja operasional (BOP), belanja modal 
(BMO), dan dummy reformasi desentralisasi fiskal  (DRFO) secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap inflasi”, diterima taraf kepercayaan 95%. 
 
5.1.2.3. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 
penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 
(Ghozali, 2009). 
Parameter yang digunakan untuk uji t dalam penelitian ini adalah dengan 
membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai t hitung. Dengan taraf nyata 5% dan df (n-k) 





dengan nilai t hitung dari hasil pengolahan data dengan Eviews 6 maka dapat dinyatakan 
bahwa: 
 
1. Pengaruh variabel belanja pegawai (BPG) terhadap inflasi. 
Nilai t-hitung untuk variabel belanja pegawai (BPG) sebesar 2,8225 dengan probabilitas 
kesalahan (sig) sebesar 0,0059. Oleh karena nilai t-hitung > t-tabel yaitu 2,8225  > 1,671 
maka inferensi yang diambil ialah secara parsial ada pengaruh yang signifikan dari variabel 
belanja pegawai (BPG) terhadap variabel inflasi.  
2. Pengaruh variabel belanja operasional (BOP) terhadap inflasi. 
Nilai t-hitung untuk variabel belanja operasional (BOP) sebesar 2.7147  dengan 
probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,0079. Oleh karena nilai t-hitung > t-tabel yaitu 2,7147 
> 1,671 maka inferensi yang diambil ialah secara parsial ada pengaruh yang signifikan dari 
variabel belanja operasional (BOP) terhadap variabel inflasi.  
3. Pengaruh  variabel belanja modal (BMO) terhadap inflasi. 
Nilai t-hitung untuk variabel belanja modal (BMO) sebesar 4,0659 dengan probabilitas 
kesalahan (sig) sebesar 0,0001. Oleh karena nilai t-hitung > t-tabel yaitu 4,0659 > 1,671 
maka inferensi yang diambil ialah secara parsial ada pengaruh yang signifikan dari variabel 
belanja modal (BMO) terhadap variabel inflasi.  
4. Pengaruh variabel dummy reformasi desentralisasi fiskal (DRFO) terhadap inflasi. 
Nilai t-hitung untuk variabel dummy reformasi desentralisasi fiskal (DRFO) sebesar 
10.720 dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,0000. Oleh karena nilai t-hitung > t-
tabel yaitu 10.720 > 1,671 maka inferensi yang diambil ialah secara parsial ada perbedaan 
pengaruh yang signifikan dari variabel dummy reformasi desentralisasi fiskal (DRFO) 





5.1.3. Pengujian Hipotesis 
Nilai t-hitung untuk variabel belanja pegawai (BPG) sebesar 2,8225 dengan probabilitas 
kesalahan (sig) sebesar 0,0059. Oleh karena nilai t-hitung > t-tabel yaitu 2,8225  > 1,671 
maka hipotesis H0 ditolak dan menerima Ha artinya variabel belanja pegawai (BPG) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel inflasi. 
Nilai t-hitung untuk variabel belanja operasional (BOP) sebesar 2.7147  dengan 
probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,0079. Oleh karena nilai t-hitung > t-tabel yaitu 2,7147 
> 1,671 maka hipotesis H0 ditolak dan menerima Ha yang berarti variabel belanja operasional 
(BOP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel inflasi. 
Nilai t-hitung untuk variabel belanja modal (BMO) sebesar 4,0659 dengan probabilitas 
kesalahan (sig) sebesar 0,0001. Oleh karena nilai t-hitung > t-tabel yaitu 4,0659 > 1,671 
maka hipotesis H0 ditolak dan menerima Ha artinya variabel belanja modal (BMO) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel inflasi. 
Nilai t-hitung untuk variabel dummy reformasi desentralisasi fiskal (DRFO) sebesar 
10.7260 dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,0000. Oleh karena nilai t-hitung > t-
tabel yaitu 10.7260 > 1,671 maka hipotesis H0 ditolak dan menerima Ha yang berarti ada 
perbedaan yang signifikan dari variabel dummy reformasi desentralisasi fiskal (DRFO) 











Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien kemiringan dari belanja pegawai sebesar 
0.026427 artinya bahwa adanya kenaikan 1 (satu) milyard Rupiah belanja pegawai akan 
menyebabkan kenaikan inflasi daerah sebesar 0.026427 persen. Belanja pegawai digunakan 
untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan 
pemerintahan daerah. Program dan kegiatan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan 
output dan kualitas pelayanan masyarakat, sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga 
sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  
Belanja pegawai naik berarti jumlah uang beredar naik menyebabkan harga naik karena 
permintaan naik, sebaliknya belanja pegawai turun berarti jumlah uang beredar turun 
menyebabkan harga turun karena permintaan turun. Belanja pegawai merupakan komponen 
pengeluaran konsumsi pemerintah atau digunakan oleh aparatur pemerintah bukan untuk 
kepentingan publik. Belanja pegawai dapat dilakukan efisiensi melalui pengurangan jumlah 
pegawai dan lebih di prioritaskan kepada peningkatan output berupa barang dan jasa. Harga 
dapat stabil jika jumlah barang di tawarkan sama atau melebihi permintaan. 
 
5.2.2. Belanja Operasional (BOP) 
Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien kemiringan dari belanja operasional sebesar 
0.029631 artinya bahwa adanya kenaikan 1 (satu) milyard Rupiah belanja operasional akan 
menyebabkan kenaikan inflasi daerah sebesar 0.029631 persen. Belanja operasional 
digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaat kurang dari 12 (dua belas) 
bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan 






Belanja operasional naik berarti jumlah uang beredar naik menyebabkan harga naik 
karena permintaan naik, sebaliknya belanja operasional turun berarti jumlah uang beredar 
turun menyebabkan harga turun karena permintaan turun. Belanja operasional merupakan 
komponen pengeluaran konsumsi pemerintah bukan untuk kepentingan publik. Belanja 
operasional dapat dilakukan efisiensi dan lebih diprioritaskan kepada peningkatan output 
berupa barang dan jasa. Harga dapat stabil jika jumlah barang ditawarkan sama atau melebihi 
permintaan. 
 
5.2.3. Belanja Modal (BMO) 
Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien kemiringan dari belanja modal sebesar 
0.053883 artinya bahwa adanya kenaikan 1 (satu) milyard Rupiah belanja modal akan 
menyebabkan kenaikan inflasi daerah sebesar 0.053883 persen. Belanja modal atau belanja 
investasi digunakan untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat 
lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja modal merupakan komponen pengeluaran investasi 
pemerintah dan digunakan bagi kepentingan publik. Belanja modal mempunyai sasaran untuk 
meningkatkan produksi atau meningkatkan PDRB, selanjutnya stabilitas harga dan 
pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. 
Belanja modal naik berarti PDRB naik, jumlah uang beredar naik menyebabkan 
pendapatan naik, dan harga stabil apabilah permintaan tidak melebihi atau sama dengan 
penawaran, sebaliknya belanja modal turun berarti PDRB turun, jumlah uang beredar turun 
menyebabkan pendapatan turun, dan harga tidak stabil apabilah  permintaan melebih 
penawaran . Belanja modal merupakan komponen pengeluaran investasi pemerintah dan 






5.2.4. Dummy Reformasi Desentralisasi Fiskal (DRFO) 
Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai t hitung > t-tabel, berarti ada perbedaan perilaku 
inflasi sebelum dan sesudah reformasi desentralisasi fiskal di Propinsi Nusa Tenggara Timur, 
secara statistik berbeda dengan perilaku inflasi Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara 
Timur sebagai benchmark. Salah satu faktor penyebab perbedaan perilaku inflasi adalah 
perubahan kedua Undang-Undang otonomi daerah, yakni perubahan Undang-Undang 
No.22/1999 menjadi Undang-Undang No.32/2004, tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-
Undang No.25/1999 menjadi Undang-Undang No.33/2004, tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana sebelum reformasi desentralisasi 
fiskal pengeluaran pemerintah daerah relatif rendah dibandingkan sesudah reformasi 
desentralisasi fiskal dimana pengeluaran pemerintahan daerah relatif tinggi, akibat perubahan 
proporsi aliran dana perimbangan, yang berpengaruh terhadap APBD sehingga terjadi 






Hasil analisis data yang dilakukan dalam jangka panjang diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Belanja pegawai, belanja operasional dan belanja modal berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. hal ini terjadi karena 





dengan kata lain telah terjadi inflasi akibat meningkatnya sisi permintaan (demand pull 
inflation). 
2. Dummy reformasi desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
perilaku inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perubahan terhadap kedua Undang-
Undang otonomi daerah, No.22/1999 menjadi UU No.32/2004, tentang Pemerintah 
Daerah, dan Undang-Undang No.25/1999 menjadi UU No.33/2004, tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebabkan terjadinya 
peningkatan transfer dana perimbangan ke daerah, sehingga mempengaruhi jumlah uang 
beredar, dengan demikian inflasi sesudah reformasi desentralisasi fiskal cenderung lebih 
tinggi. 
3. Belanja modal paling dominan menyebabkan inflasi di Provinsi NTT, terlihat dari 
standardized coefficients terbesar yakni sebesar 0,276. Hal ini mengindikasikan bahwa di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kelangkaan barang modal yang serius. 
 
6.2. Saran 
Uraian diatas dan hasil penelitian maka penulis dapat memberikan saran dan 
rekomendasi sebagai berikut; 
Terdektesi bahwa inflasi yang terjadi akibat tarikan permintaan (demand pull inflation) 
maka pemerintah harus mendorong tumbuhnya investasi untuk mengatasi problem sisi 
penawaran, salah satunya dengan membangun kembali pabrik semen Kupang yang saat ini 
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Data Belanja Pegawai, Belanja Operasional, Belanja Modal, Dummy Reformasi 
Desentralisasi Fiskal, dan Inflasi Kabupaten/Kota Se Propinsi Nusa Tenggara Timur 
(Periode 2001-2008) 
Kabupaten Tahun Belanja Pegawai ∆ Belanja Pegawai Belanja Operasional 
∆ Belanja 
Operasional Belanja Modal ∆ Bela
K.Kupang 2000 
  
19,551,523,000.00   
  
3,220,941,000.00       2,446,643,000.00 








(501,650,000.00)     2,272,770,000.00      (173








6,940,707,000.00     8,495,404,000.00     6,22








39,227,913,805.84   50,483,722,875.09   41,98








(2,402,536,076.84)   37,152,012,875.00 (13,331








15,357,080,385.11   54,063,067,568.22   16,91








24,364,350,126.89   76,861,737,900.00   22,79








20,393,730,007.44   95,044,728,303.95   18,18








(28,933,811,598.44)  73,918,542,700.00 (21,126
TTS 2000 
  
46,003,754,000.00   
  
4,211,986,000.00       2,370,176,000.00 








(476,792,000.00)     2,046,137,000.00      (324








17,777,377,000.00   12,911,616,000.00   10,86








84,309,730,126.76   33,142,564,461.59   20,23








(22,651,771,012.76)   27,323,575,417.00   (5,818








21,436,364,467.12   24,629,944,089.68   (2,693








17,208,679,829.88   63,985,430,000.00   39,35








23,070,366,009.92   76,103,480,557.49   12,11








(11,183,135,670.92) 115,393,486,900.00   39,29
TTU 2000 
  
21,809,743,000.00   
  
2,518,325,000.00       2,233,288,000.00 








1,014,478,000.00     2,674,705,000.00        44








14,297,564,000.00   13,703,323,000.00   11,02








43,684,941,191.11   65,337,470,962.06   51,63








(16,848,801,035.11)   32,315,537,978.00 (33,021








22,308,495,290.38  33,592,494,804.17    1,27





















33,351,117,760.52   71,536,191,181.70   19,40








(2,440,021,698.65) 130,359,221,281.42   58,82
FLOTIM 2000 
  
39,890,811,000.00   
  
3,647,635,000.00       1,753,751,000.00 








(1,576,473,000.00)     2,453,403,000.00        69








23,081,828,000.00   11,512,370,000.00     9,05








30,840,181,058.04   50,091,862,661.55   38,57








(17,034,360,762.52)   39,235,122,575.45 (10,856








19,866,372,581.02   38,250,812,094.16      (984








19,115,635,275.46   54,939,632,143.00   16,68








(1,812,663,278.42)   53,661,905,579.74   (1,277








43,330,236,117.42 106,475,345,352.00   52,81
Mangga 2000 
  
46,099,051,000.00   
  
4,377,376,000.00       3,159,366,000.00 








(895,015,000.00)    2,013,481,000.00   (1,145








11,135,148,000.00   18,410,983,000.00   16,39








120,255,644,806.29 108,519,984,287.97  90,10








(107,798,733,439.29)  84,125,363,146.00 (24,394








58,502,745,979.45   55,872,994,554.96 (28,252








1,005,553,223.56 145,913,441,553.00   90,04








12,676,226,177.90 167,276,039,040.20   21,36








(22,015,051,167.90) 180,516,133,768.00   13,24
Subar 2000 
  
29,365,687,000.00   
  
3,120,705,000.00       1,788,529,000.00 








(321,360,000.00)     1,799,581,000.00          1








8,910,968,000.00     5,398,898,000.00     3,59








74,601,858,801.31   58,425,271,003.65   53,02








(15,836,276,621.31)   44,566,726,711.00 (13,858








902,220,251.52   66,672,987,591.03   22,10








30,046,384,518.48 115,571,299,018.00   48,89








(6,693,167,990.14) 107,944,560,709.73   (7,626


























(42,326,000.00)     2,196,683,000.00          5








16,945,445,000.00   16,135,344,000.00   13,93








45,640,134,569.43   75,178,356,711.61   59,04








(5,458,146,034.43)   55,435,035,333.00 (19,743








15,839,666,900.11   59,988,606,305.76     4,55








16,470,645,718.89   97,391,911,466.00   37,40








11,393,307,408.70 109,351,892,031.21   11,95








15,513,188,905.31 140,046,688,334.00   30,69
Alor 2000 
  
23,447,859,000.00   
  
2,827,558,000.00       1,815,784,000.00 








119,417,000.00     1,806,042,000.00          (9








9,416,311,000.00   10,205,168,000.00     8,39








75,032,470,111.04   73,069,117,342.67   62,86








(20,380,749,346.04)  40,467,503,802.00 (32,601








(138,140,000.98)   66,260,537,215.05   25,79








27,719,477,367.98   64,069,485,654.00   (2,191








9,381,020,485.65   70,423,189,520.04     6,35








(27,187,297,944.65) 111,918,804,206.00   41,49
Belu 2000 
  
24,676,822,000.00   
  
2,601,399,000.00       1,459,962,000.00 








1,366,634,000.00     2,505,823,000.00     1,04








10,101,167,000.00   11,669,120,000.00     9,16








62,786,021,690.95   38,940,125,457.27   27,27








(12,116,697,256.95)   38,459,183,305.00      (480








11,087,258,004.86   33,262,831,161.35   (5,196








18,468,221,765.14   61,814,243,541.00   28,55








13,713,257,102.25   70,803,941,469.46     8,98








63,224,354,466.75 142,820,830,728.00   72,01
Ende 2000 
  
30,799,788,000.00   
  
3,038,799,000.00       2,061,327,000.00 








(638,025,000.00)     2,461,414,000.00        40








11,879,612,000.00  14,341,909,000.00  11,88





















15,158,720,002.47   43,328,833,484.00   (3,666








10,494,267,185.86   30,426,742,107.12 (12,902








14,628,953,020.14   46,866,121,713.00   16,43








33,394,595,012.15   62,015,551,022.78   15,14








(16,817,390,443.15)   99,228,485,490.00   37,21
Ngada 2000 
  
30,156,714,000.00   
  
2,657,774,000.00       2,108,829,000.00 








(903,005,000.00)     2,952,972,000.00        84








12,876,153,000.00     8,248,616,000.00     5,29








56,347,045,205.46   32,043,364,303.38   23,79








(6,886,825,609.46)   38,985,689,338.00     6,94








19,521,100,633.85   51,739,321,752.79   12,75








22,202,701,359.15   64,176,487,625.00   12,43








17,463,718,878.19  74,768,187,629.36  10,59













2,864,613,000.00    2,841,008,000.00








1,217,536,000.00    3,055,724,000.00       21








17,236,239,000.00   13,562,256,000.00   10,50








69,063,152,554.58   32,024,114,635.20   18,46








(13,475,788,874.58)   22,327,726,659.00   (9,696








18,281,917,289.61   21,571,189,099.71      (756








34,434,023,601.39   55,798,605,738.00   34,22








11,221,009,389.77   60,628,944,445.23     4,83

































1 0.55   (0.50) (0.17) 0 8.34 
2 75.00  6.94 6.22 0 9.77 
3 39.77  39.23 41.99 0 5.45 
4 (20.54) (2.40) (13.33) 0 8.28 
5 21.71  15.36 16.91 1 13.16 
6 5.20  24.36 22.80 1 16.72 
7 33.41  20.39 18.18 1 12.44 
8 149.84  (28.93) (21.13) 1 10.9 
9 (2.63) (0.48) (0.32) 0 6.6 
10 65.09  17.78 10.87 0 11.16 
11 83.23  84.31 20.23 0 14.28 
12 (28.32) (22.65) (5.82) 0 4.83 
13 24.83  21.44 (2.69) 1 10.61 
14 (2.21) 17.21 39.36 1 12.34 
15 35.22  23.07 12.12 1 18.46 
16 45.31  (11.18) 39.29 1 17.53 
17 3.52  1.01 0.44 0 7.37 
18 40.80  14.30 11.03 0 10.05 
19 61.01  43.68 51.63 0 13.28 
20 (16.96) (16.85) (33.02) 0 5.31 
21 10.21  22.31 1.28 1 14.61 
22 2.10  22.62 18.54 1 17.34 





24 25.19  (2.44) 58.82 1 10.53 
25 (10.00) (1.58) 0.70 0 5.42 
26 37.83  23.08 9.06 0 14.98 
27 55.25  30.84 38.58 0 13.67 
28 (19.77) (17.03) (10.86) 0 4.87 
29 20.33  19.87 (0.98) 1 10.58 
30 9.98  19.12 16.69 1 15.49 
31 (3.11) (1.81) (1.28) 1 8.76 
32 51.89  43.33 52.81 1 19.56 
33 (2.28) (0.90) (1.15) 0 4.81 
34 67.98  11.14 16.40 0 10.75 
35 77.92  120.26 90.11 0 14.45 
36 (73.52) (107.80) (24.39) 0 5.28 
37 39.03  58.50 (28.25) 1 12.16 
38 20.14  1.01 90.04 1 19.72 
39 25.68  12.68 21.36 1 16.44 
40 84.99  (22.02) 13.24 1 12.93 
41 (0.85) (0.32) 0.01 0 5.39 
42 42.13  8.91 3.60 0 14.54 
43 72.69  74.60 53.03 0 16.39 
44 (22.46) (15.84) (13.86) 0 4.91 
45 0.00  0.90 22.11 1 15.71 
46 36.42  30.05 48.90 1 19.86 
47 (10.38) (6.69) (7.63) 1 8.95 
48 (50.27) (52.69) (43.49) 1 7.22 
49 0.57  (0.04) 0.05 0 6.21 





51 37.17  45.64 59.04 0 12.46 
52 (13.28) (5.46) (19.74) 0 5.1 
53 14.68  15.84 4.55 1 16.89 
54 8.62  16.47 37.40 1 18.04 
55 13.26  11.39 11.96 1 18.94 
56 77.86  15.51 30.69 1 19.22 
57 (0.96) 0.12 (0.01) 0 4.34 
58 42.81  9.42 8.40 0 13.77 
59 38.43  75.03 62.86 0 11.25 
60 (13.20) (20.38) (32.60) 0 5.61 
61 17.03  (0.14) 25.79 1 12.16 
62 5.70  27.72 (2.19) 1 11.92 
63 11.23  9.38 6.35 1 15.44 
64 58.05  (27.19) 41.50 1 18.9 
65 16.93  1.37 1.05 0 8.32 
66 61.61  10.10 9.16 0 9.43 
67 63.28  62.79 27.27 0 12.99 
68 (38.65) (12.12) (0.48) 0 4.59 
69 36.82  11.09 (5.20) 1 12.05 
70 10.04  18.47 28.55 1 18.06 
71 25.41  13.71 8.99 1 17.74 
72 43.17  63.22 72.02 1 19.53 
73 (0.87) (0.64) 0.40 0 5.88 
74 50.10  11.88 11.88 0 11.09 
75 69.30  48.75 32.65 0 13.03 
76 (42.10) 15.16 (3.67) 0 4.41 





78 8.34  14.63 16.44 1 19.62 
79 43.69  33.39 15.15 1 16.59 
80 54.05  (16.82) 37.21 1 14.2 
81 (2.47) (0.90) 0.84 0 5.33 
82 42.27  12.88 5.30 0 12.09 
83 50.25  56.35 23.79 0 16.5 
84 (12.84) (6.89) 6.94 0 5.76 
85 13.32  19.52 12.75 1 16.09 
86 11.20  22.20 12.44 1 18.33 
87 21.77  17.46 10.59 1 16.76 
88 (4.76) (78.38) 42.73 1 15.69 
89 (1.25) 1.22 0.21 0 7.42 
90 44.17  17.24 10.51 0 9.73 
91 42.84  69.06 18.46 0 12.27 
92 (24.56) (13.48) (9.70) 0 4.87 
93 23.89  18.28 (0.76) 1 16.58 
94 11.74  34.43 34.23 1 19.4 
95 10.85  11.22 4.83 1 18.76 
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Hasil Regresi Utama dengan SPSS 17 
(Periode 2001-2008) 
 
 
 
 
 
 
